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ABSTRACT 

FACTORS INFLUENCING POLICY IMPLEMENTATION OF JOB 
ANALYSIS IN PORT ORGANIZING UNIT IN POLEWALI 

Iffah Kartini 
i ffahkartini2 14@gmail.com 

Graduate Program 
Universitas Terbuka 

This research aims to analyze the types of factors influencing policy implementation of job 
analysis in Port Organizing Unit in Polewali, motivating and demotivating factors in 
implementing the policy of job analysis. 

This research uses descriptive qualitative approach. Data collection is done through 
observation, interview, and document review. The interviewees are officials and staff of Polewali 
Port Organizing Unit. Documents to review consist of document of applied policy and 
implementation report. Data is then processed for data reduction, data display, as well as 
conclusion drawing and verification. 

Result shows that implementation of job analysis is found in communication factor, follow 
bureaucratic structure, massively and individually done, communication materials focusing on 
Guideline oflmplementation and Job Analysis in Ministry of Transportation. Resources factor is 
found in availability of staff agreeing the policy of job analysis, availability of facilities and 
infrastructure, services, supports, and availability of budget either for all activities conducted by 
Polewali Port Organizing Unit or for specifically as performance based allowance 
(remuneration) based on work performance. Dispositional factor is found in officials 
implementing this job analysis policy as a support in facilitating their work. Bureaucratic factor 
is found in utilization of organizational structure in communicating and implementing job 
analysis, availability of standard operational procedure as guideline for this job analysis. 

Motivating factors are employee openness, performance based allowance (remuneration), 
and availability of facilities and infrastructures. Demotivating factors are social and cultural 
factors, limited number -of employees in Polewali Port Organizing Unit and lack of capacity of 
employees. 

Keywords: Implementation, Job Analysis 
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ABSTRAK 

FAKTOR-FAKTOR Y Al~G MEMPENGARUHI IMPLEMENT AS! 
KEBIJAKAN ANALISIS JABATAN PADA KANTOR UNIT 

PENYELENGGARAPELABUHANPOLEWALI 

Iffab Kartini 
iffahkartini214@gmai l.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan analisis 

jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, faktor yang menjadi 

pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan analisis 

jabatan tersebut. 

.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk wawancara 

dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara dengan informan Kepala, Pejabat 

dan Staf pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. Sedang untuk studi 

dokumen berupa kebijakan yang diterapkan, dan laporan pelaksanaannya pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. Hasil penelitian dianalisis melalui reduksi data, 

penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan analisis jabatan ditemui pada 

faktor komunikasi yang mengemuka pada alur komunikasi mengikuti struktur birokrasi, 

cara komunikasi yang dilakukan secara massif dan individual, serta materi 

komunikasinya yang terfokus pada Pedoman Pelaksanaan dan Analisis Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kemudian faktor somber daya ditemukan pada 

ketersediaan aparatur yang menerima secara terbuka kebijakan analisis jabatan, 

ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran, pelayanan, dan pendukung, serta 

ketersediaan anggaran baik untuk keseluruhan kegiatan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali maupun yang secara khusus diperuntukkan sebagai tunjangan kinerja 

atas hasil pelaksanaan Sasaran Kerja Pegawai. Selanjutnya faktor disposisi ditemukan 

ii 

43573.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



pada sikap para pemangku jabatan yang menempatkan kebijakan analisis jabatan ini 

sebagai sebuah dukungan dalam memudahkan pekerjaan para pemangku jabatan tersebut. 

Terakhir yakni faktor birokrasi ditemukan pada pemanfaatan struktur organisasi yang 

telah ada dalam pengkomunikasian dan pelaksanaan analisis jabatan, serta ketersediaan 

SOP yang menjadi panduan bagi seluruh pemangku jabatan dalam melaksanakan 

kebijakan analisis jabatan ini. 

Ditemukan adanya faktor pendukung berupa sikap pegawai yang kondusif, insentif 

dalam bentuk tunjangan kinerja, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memudahkan pegawai melaksanakan tugas-tugasnya. Sedang penghambatnya adalah 

faktor sosial budaya, serta keterbatasan jumlah maupun kapasitas pegawai yang ada di 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. 

Kata Kunci : Implementasi, Analisis Jabatan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umwn 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Polewali 

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 62 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PM.l30 

Tahun 2015. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Polewali adalah 

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian 

Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan laut. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ill Polewali terletak 

di Tanjung Silopo dan tepatnya berada di Dusun Silopo Desa Mirring 

Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau di sebelah 

Timur Kota Mamuju Ibu Kota Propinsi Sulawesi Barat dengan jarak 213 

kilometer dan di sebelah Utara Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan 

dengan jarak 248 kilometer pada Posisi 03°- 26' - 69" LSI 119°- 26'-

48" BT. 

Dalam hal pengelolaan Pelabuhan, Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Kelas III Polewali selain mengelola Pelabuhan Polewali juga 

masih tetap mengelola 4 (empat) Wilayah Kerja. 

44 
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a. Wilayah Kerja Pelabuhan Tinambung lokasi Kabupaten Polewali 

Man dar. 

b. Wilayah Kerja Pelabuhan Campalagian lokasi Kabupaten Polewali 

Mandar. 

c. Wilayah Kerja Pelabuhan Kayu Angin lokasi Kabupaten Pinrang. 

d. Wilayah Kerja Pelabuhan Langnga lokasi Kabupaten Pinrang. 

1) Pos Kerja Pelabuhan Marabombang lokasi Kabupaten Pinrang. 

2) Pos Kerja Pelabuhan Ujung Lero lokasi Kabupaten Pinrang. 

2. Organisasi Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

Penelitian dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh 

petugas Tata Usaha, Petugas Lalu lintas Angkutan Laut, Petugas dan 

Pelayanan Jasa, Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban, Petugas 

Kesyahbandaran, serta Pejabat Jabatan Fungsional, dan Penanggung 

Jawab Kapal. Adapun struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali dapat dilihat pada gam bar berikut ini. 

Pada Petugas Tata Usaha terdapat Pengelola Keuangan, Bendahara 

Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Materiil, serta 

Pengelola Kepegawaian dan Pengadministrasian Umum. Kemudian 

pada Petugas Lalu lintas Laut dan Pelayanan Jasa terdapat Pemroses 

Data Bina Usaha Angkutan Laut, Pemroses Perizinan Angkutan Laut. 

Selanjutnya terdapat Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban 

yang terdiri atas Pengelola Data Operasional Fasilitas dan Pelayanan 

Pelabuhan, serta Pengawas Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan, berikut 
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Petugas Kesyahbandaran yang terdiri atas Wilayah Kerja Kayu Angin, 

Wilayah Kerja Tinambung dan Wilayah Kerja Campalagian. Struktur 

organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali dapat 

dilihat berikut ini: 
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Kepala Kantor 

j l 
I Petu~as Tata 

J 

Ill 
Pengelola Keuangan 

Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Penerirnaan 

Bendahara Materi il 

Pengelola Kepegawaian 

Pengadministrasi Umum 

~~ -
~ -

Ill t I (!] 
I 

Petugas Lalulintas Petugas Fasilitas Petugas Kesyahbandaran 
Laut dan Pelayanan Pelabuhan & 

Wilker. Kayu Angin, Wilker. 
Pemroses Data Bina Pengelola Data OperasionaJ Langnga, Wilker. 

U saha Angkutan Laut 
Fasilitas & Pelayanan pelabuhan 

Tinarnbung, Wilker. 

Pemroses Perizinan I Pengawas Fasilitas dan Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal 

Angkutan Laut Peralatan Pelabuhan 

I Petugas Registrasi Kapal 
Pengawas Tertib Bandar dan 

Tertib Berlayar 

~ 

I I~ 
:II 111 

Kelompok Jabatan Kapal Kelas V 

PKP Pelaksana Lanjutan Nakhoda 

KKM dan Kelasi 

Gambar 4.1: 
Struktur Organisasi Unit Kantor Penyelenggara Pelabuban Polewali 
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Pada Petugas Kesyahbandaran juga terdapat Pemeriksaan Kelaiklautan 

Kapal, Petugas Registrasi Kapal dan Pengawas Tertib Bandar dan 

Tertib Berlayar, serta paling terakhir adalah Pejabat Fungsional dan 

Penanggung jawab Kapal. 

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan berkedudukan sebagai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas 

melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan 

kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, 

serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum 

diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah 

Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

(DLKp) pelabuhan. 

b. Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam 

pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran. 

c. Penjaminan kelancaran arus barang, penurnpang dan hewan. 
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d. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan 

kepelabuhanan dan angkutan di perairan. 

e. Penyediaan fasilitas pelabuhan danjasa pemanduan dan penundaan. 

f. Penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. 

g. Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan 

hubungan masyarakat. 

Selanjutnya uraian tugas masing-masing jabatan diatur 

sebagai berikut : 

a. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan melakukan 

kegiatan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan 

masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan. 

b. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa 

mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan 

penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana 

bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, 

penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa 

kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 

usahajasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan. 

c. Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan 

serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan 

Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan 

jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan 
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ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di 

pelabuhan. 

d. Petugas Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan melakukan 

penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4. Kepegawaian 

Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali terdapat 27 

(dua puluh tujuh) orang pegawai. Dilihat dari Golongan mereka, 

terdapat 2 (dua) orang dengan Golongan Illld, kemudian Golongan 

111/c sebanyak 5 (lima) orang, Golongan 111/b sebanyak 11 (sebelas) 

orang, Golongan III/a sebanyak 3 (tiga) orang, Golongan 11/d sebanyak 

2 ( dua) orang, Golongan We juga 2 ( dua) orang, serta Go Iongan Wa 

sebanyak 1 (satu) orang dan Go Iongan 1/c juga 1 (satu) orang. Keadaan 

pegawai berdasar golongan mereka disajikan pada tabel berikut ini. 
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Tabel4.1 : 
Keadaan Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

Berdasar Golongan, Tahun 2017 

No. Golongan Jumlah (Orang) Prosentase (%) 

1. IIId 2 7,69 

2. IIIc 5 19,23 

3. Illb 11 38,46 

4. Ilia 3 11,54 

5. lid 2 7,69 

6. lie 2 7,69 

7. II a I 3,85 

8. Ic 1 3,85 

Jumlah 27 100,00 

Sumber : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, 2017 

Keadaan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali juga dapat dilihat dari sudut latar bela.kang pendidikan mereka. 

Dari 27 ( dua puluh tujuh) pegawai yang ada, dengan Ia tar belakang 

pendidikan S2 sebanya.k 1 (satu) orang atau 3,70%, Sl sebanyak 7 (tujuh) 

orang atau 25,93%, kemudian D3 sebanya.k 2 (dua) orang atau 7,40%, 

SLTA sebanya.k 15 (lima belas) orang atau 55,56%, dan SLTP sebanyak 

2 (dua) orang atau 7,40%. Keadaan pegawai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali disajikan pada tabel berikut ini : 
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Tabel4.2: 
Keadaan Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

Berdasar Pendidikan, Tahun 2017 

No. Pendidikan Jumlab (Orang) Prosentase (%) 

1. S2 (Magister) 1 3,70 

2. S1 (Sarjana) 7 25,93 

3. D3 (Diploma Tiga) 2 7,40 

4. SLTA 15 55,56 

5. SLTP 2 7,40 

6. so 0 0,00 

Jumlah 27 100,00 

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, 2017 

B. Hasil Penelitian 

1. Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Analisis Jabatan 

di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan. Pedoman ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa : 

"Dalam rangka peningkatan kinerja, efektivitas, dan efisiensi 
kelembagaan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penataan 
dan penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya 
manusia berbasis kinerja melalui analisis dan evaluasi jabatan". 
(Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101/2011 , Pada Bagian 
Menimbang). 

Pertimbangan tersebut menunjukkan jika pelaksanaan evaluasi 

jabatan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja, efektivitas dan 

efisiensi kelembagaan. Perwujudan tersebut tentu harus didukung oleh 
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konsistensi masing-masing pemangku jabatan di lingkungan 

Kementerian Perhubungan, termasuk pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali. 

Salah satu hal penting dari anal isis jabatan adalah aspek analisis 

jabatan itu sendiri. Analisis dan evaluasi jabatan pada hakekatnya 

adalah analisis dan evaluasi organisasi. Sesuai dengan hakekatnya, 

maka aspek pokok yang dianalisa dan dievaluasi dalam analisis dan 

evaluasi jabatan adalah sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan tugas, fungsi, dan 

susunan organisasi yang ada di setiap unit organisasi. Penjabaran 

fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang 

berada di unit kerja tersebut. 

2) Uraian jenis kegiatan. 

3) Nomenklatur. 

4) Titelatur. 

5) Satuan hasil kerja. 

6) Waktu capaian hasil kerja. 

7) Peta jabatan. 

8) Faktor evaluasi jabatan. 

9) Serta standar kompetensi jabatan. (Peraturan Menteri Perhubungan 

Nom or 101/2011 Pad a Bagian Lampiran). 

Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan analisis jabatan 

tersebut. Hal ini diatur bahwa analisis jabatan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
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1) Persia pan 

a) Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan 

Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan dibentuk 

tim yang akan menjadi pelaksana. Anggota Tim Analisis dan 

Evaluasi Jabatan terdiri atas unsur pengelola kepegawaian dan/ 

atau organisasi seluruh unit kerja eselon I di lingkungan 

Kementerian, serta para pegawai yang ditunjuk dan yang 

diharapkan dapat mewakili dalam memberikan informasi 

terhadap unit kerja yang akan dianalisis. Untuk mendukung 

kerja Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan, masing-masing unit 

kerja eselon I dapat membentuk Subtim Analisis dan Evaluasi 

Jabatan. 

Apabila analisis dan evaluasi jabatan dilaksanakan dengan 

memanfaatkan sistem informasi teknologi, maka Tim Analisis 

dan Evaluasi Jabatan juga terdiri atas unit kerja yang 

bertanggung jawab di bidang pengelolaan sistem informasi 

serta pejabat dan/atau pegawai yang bertanggung jawab sebagai 

administrator sistem informasi kepegawaian. 

Sebelum melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi 

jabatan, para pegawai yang akan ditunjuk menjadi anggota tim 

hendaknya dibekali terlebih dahulu dengan pelatihan atau 

pembekalan analisis dan evaluasi jabatan. Pelatihan atau 

pembekalan dimaksud dilaksanakan agar para anggota tim 
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memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk 

melakukan kegiatan analisis dan evaluasi jabatan. 

b) Koordinasi Dengan Semua Pihak Yang Terlibat Dalam 

Analisis Jabatan. 

Sebelum pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan sampai 

pada tahap kegiatan di lapangan, maka pimpinan yang unit 

kerjanya akan dianalisis, perlu diberitahu terlebih dahulu. 

Pemberitahuan hendaknya berisi tentang tujuan, jadwal 

pelaksanaan, bantuan yang diharapkan, dan peran serta 

pimpinan unit beserta pegawainya sebagai narasumber. Hal 

tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan analisis dan evaluasi 

jabatan memperoleh dukungan dari unit kerja terkait. 

2) Pelaksanaan Lapangan 

a) Pengumpulan Data 

Kegiatan awal analisis dan evaluasi jabatan adalah 

mengumpulkan data jabatan. Pengumpulan data jabatan 

tersebut dapat dilakukan dengan cara : 

Kuesioner 

Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan 

kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Pengumpulan 

data analisis dan evaluasi jabatan diawali dengan membuat 

peta jabatan pada masing-masing unit kerja eselon II dan 

UPT sesuai dengan kuesioner A, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pengumpulan data analisis jabatan bagi 
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jabatan struktural dengan menggunakan Kuesioner Analisis 

dan Evaluasi Jabatan Formulir B dan D, sedangkan bagi 

jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum 

menggunakan Kuesioner Analisis dan Evaluasi Jabatan 

Formulir C dan E, yang terdapat pada lampiran pedoman 

IDl. 

Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara bertatap muka 

langsung dengan responden untuk menanyakan seluk beluk 

pekerjaan yang dilakukannya. Pemilihan pejabat pegawai 

yang dijadikan responden berkonsultasi dengan pimpinan 

unit. 

Pengamatan Langsung 

Pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

terhadap pegawai yang sedang melakukan pekerjaannya. 

Pengamatan langsung ini biasa digunakan untuk pekerjaan 

yang sifatnya resiko. 

Referensi 

Pengumpulan data dari buku-buku atau dokumen, 

seperti laporan kegiatan unit kerja, surat-surat keputusan 

tentang organisasi, pedoman keorganisasian dan 

ketatalaksanaan, atau referensi lain yang berkaitan dengan 

misi, fungsi, tugas unit, program kerja atau program 

pembangunan, dan kegiatan keorganisasian lainnya. 
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Kombinasi 

Pengumpulan data dapat menggunakan lebih dari satu 

cara. Pengumpulan data yang baik adalah menggunakan 

cara gabungan yang dapat saling melengkapi. Cara yang 

paling efektif untuk pengumpulan data adalah gabungan 

antara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dengan 

wawancara. Daftar pertanyaan digunakan sebagai 

pengumpulan data awal. Sedangkan untuk melengkapi atau 

memperbaiki data yang kurang digunakan wawancara. 

Kemudian agar data dapat lebih valid lagi maka dapat 

dipergunakan referensi sebagai data pendukung. 

b) Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan 

dan perumusan-perumusan sesuai maksud dan tujuan dilakukan 

anal isis dan evaluasi jabatan. Pengolahan data diarahkan untuk 

kepentingan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

sumber daya manusia, sehingga dari analisis dan evaluasi 

jabatan hendaknya dapat menghasilkan : 

Rumusan nomenklatur organisasi. 

Rumusan titelatur jabatan struktural maupun jabatan 

fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. 

Rumusan uraian jenis kegiatan bagi jabatan struktural, 

jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. 
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- Rumusan satuan hasil yang merupakan penamaan terhadap 

setiap satuan produk atau output jabatan struktural, jabatan 

fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. 

- Rumusan waktu penyelesaian kerja merupakan waktu yang 

digunakan untuk memperoleh satu satuan. 

- Rumusan standar kompetensi jabatan yang berupa 

persyaratan kompetensi minimal yang hams dimiliki 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugasnya. 

- Rumusan peringkat jabatan (job grade) yaitu merupakan 

klasifikasi peringkat jabatan dari yang terendah sampai 

yang tertinggi dari keseluruhan jumlah jabatan struktural 

yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

- Rumusan peta jabatan (job map) yang berupa bentangan 

seluruh jabatan baik struktural, jabatan fungsional tertentu, 

dan jabatan fungsional umum, sebagai gambaran 

menyeluruh nama-nama jabatan yang ada dalam unit 

organisasi (baik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis). 

c) V erifikasi Data 

Verifikasi merupakan pengUJian kembali hasil olal1an 

data, untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan 

kesesuaian dengan realitas pekerjaan di unit organisasi yang 

dianalisis. Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan 

mengirimkan hasil olahan data dari tim analisis dan evaluasi 
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jabatan kepada pimpinan unit organisasi untuk dilakukan 

klarifikasi, koreksi, dan memperoleh masukan penyempumaan. 

d) Penyempurnaan Hasil Olahan 

Berdasarkan verifikasi pimpinan unit, dilakukan perbaikan 

sesuai masukan yang diperoleh dari unit organisasi yang 

dianalisis berdasarkan verifikasi data. Masukan unit organisasi 

biasanya diperoleh dalam veriflkasi, dan veriflkasi ini 

sekaligus. 

3) Penetapan Hasil 

a) Presentasi Hasil 

Setelah analisis dan evaluasi jabatan memperoleh basil, 

maka hal tersebut dipresentasikan kepada para pimpinan di unit 

organisasi tersebut, termasuk pimpinan puncak. Presentasi 

kepada pimpinan unit organisasi bertujuan untuk memperoleh 

masukan tindak lanjut dan memperoleh persetujuan 

pengesahan. Presentasi harus dilakukan agar hasil analisis dan 

evaluasi jabatan diketahui dan ditetapkan oleb pimpinan unit 

organisasi. Selain itu, presentasi juga dimaksudkan sebagai 

media untuk sosialisasi hasil anal isis dan evaluasi jabatan. 

Dokumen hasil yang dipresentasikan adalah sebagai 

berikut: 

- Nomenklatur Organisasi dan Titelatur Jabatan. 

- Tugas, Fungsi dan Uraian Jenis Kegiatan. 

- Satuan basil kerja dan Waktu Penyelesaian hasil. 
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- Peringkat Jabatan (job grade). 

- Standar Kompetensi Jabatan. 

- Peta Jabatan (job map). 

b) Pengesahan Hasil 

Dokumen basil analisis dan evaluasi jabatan yang telah 

dipresentasikan segera diusahakan pengesahannya dengan 

penerbitan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri 

Perhubungan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh 

Menteri Perhubungan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut ini. 
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Persia pan Pembentukan Tim 

I 

Koordinasi : 
- Pimpinan Organisasi 
- Tupoksi, proses, dan struktur 

organisasi. 

- Hasil Kerja 

- Sumber Daya Manusia 

Pelaksanaan Pengumpulan Data : 1) kuisioner, 
Lapangan 2) wawancara, 3) pengamatan langsung, 

4) referensi. 
I 

Penunjukan responden, analisis dan 
evaluasi jabatan fungsional umum 

Penunjukan administrator sistem infonnasi 
~ 

teknologi 

Pengolahan Data 

Verifikasi Data 

+ 
Penetapan Presentasi Hasil 

I 
Has it + 

Penetapan Hasil 

Gam bar 4.2: 
Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian 

Perhubungan 
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Keseluruhan pelaksanaan analisis jabatan yang telah 

dikemukakan di atas dapat disederhanakan yang terdiri dari 

3 (tiga) kegiatan pokok, yakni persiapan, pelaksanaan 

lapangan, dan penetapan basil. 

Untuk kegiatan persiapan terdiri dari pembentukan tim 

dan koordinasi. Kemudian kegiatan pelaksanaan lapangan 

terdiri atas pengumpulan data, penunjukan responden, analisis 

dan evaluasi umum anal isis jabatan, pengo laban dan verifikasi 

data. Selanjutnya penetapan hasil yang terdiri atas presentasi 

dan penetapan hasil itu sendiri. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Analisis Jabatan 

Dalam implementasi analisis jabatan pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali, dapat ditelusuri pada 4 (empat) 

lingkup implementasi, yakni komunikasi, pengarahan sumberdaya, 

disposisi, serta lingkup prosedur dalam konteks birokrasi Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali. 

a. Komunikasi 

Lingkup komunikasi merupakan satu bagian penting dalam 

implementasi analisis jabatan. Disebut lingkup komunikasi karena 

proses berlangsungnya cukup luas, berjenjang, dan melibatkan 

struktur organisasi dan tim yang diberi tugas dalam analisis jabatan 

terse but. 
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Komunikasi tentang kebijakan analisis jabatan ini berlangsung 

secara berjenjang. Penjelasan Kepala Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali menyatakan bahwa : 

"Terhadap pengkomunikasian kebijakan analisis jabatan di 
lingkungan Kementerian Perhubungan pelaksanaannya dilakukan 
secara berjenjang. Dimulai pada tingkat Kementrian kepada eselon 
I dan pejabat lainnya. Kemudian kepada Kepala-kepala unit. 
Selanjutnya kepada Tim yang diberi tugas untuk melakukan 
analisis jabatan ini. Dari tim kepada masing-masing pegawai yang 
menjadi target masing-masing tim". (Hasil Wawancara, Polman, 
14 Desember 2017). 

Cara komunikasi yang sifatnya massif ini biasanya dilakukan 

melalui kegiatan yang khusus dilaksanakan untuk maksud tersebut 

atau kebijakan analisis kebijakan ini diikutkan untuk disampaikan 

pada kegiatan Kementerian Perhubungan lainnya. Menurut Kepala 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali menyatakan 

bahwa: 

"Karena pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini tidak juga 
berlangsung setiap tahun, atau paling tidak 2 (dua) kali dalam 5 
(lima) tahun, maka cara mengkomunikasikannya tidak melulu 
pada kegiatan yang khusus untuk maksud terse but, melainkan biasa 
juga materinya diikut sertakan pada kegiatan lain yang ada 
relevansinya dengan kinerja aparatur". (Hasil Wawancara, Polman, 
14 Desember 20 17). 

Selain itu, cara penyampatan kebijakan di lingkungan 

Kementerian Perhubungan telah lama menggunakan Teknologi 

Informasi (TI). Kementerian memiliki website yang menyajikan 

berbagai informasi perhubungan. Menurut Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali menyatakan bahwa : 
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"Seringkali juga kita memperoleh informasi dari website 
kementerian. Disitu bisa diakses rupa-rupa informasi dan 
perkembangan. Terkait dengan kebijakan, baik yang sudah 
beberapa tahun lalu, maupun yang baru. Begitu juga kebijakan 
yang sifatnya sektoral seperti di bidang perhubungan laut ini. 
Informasi yang dapat diakses juga terkait dengan perkembangan 
teknologi, berbagai pengalaman baik dalam maupun luar negeri". 
(Hasil Wawancara, Polman, 14 Desember 2017). 

Cara mengkomunikasikan kebijakan analisis jabatan yang 

terakhir di atas tentu beda dengan cara lainnya yang telah 

dikemukakan terdahulu. Pada cara ini, kehadiran teknologi 

komunikasi menjadi sangat dominan. Selain itu, sasaran informasi 

tersebut memang sifatnya massif, tetapi pemanfaatannya sangat 

individual. Karena itu, sikap aktif dari aparatur di lingkungan 

Kementerian Perhubungan menjadi kunci yang menentukan 

efektivitas cara pemanfaatan teknologi informasi ini. 

Cara yang terakhir dalam mengkomunikasikan kebijakan di 

lingkungan Kementerian Perhubungan adalah pemanfaatan media 

cetak yang khusus beredar di internal kementerian. Cara ini 

dilakukan dengan memanfaatkan media cetak yang terbit bulanan. 

Menurut Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

menyatakan bahwa : 

"Kementerian Perhubungan memiliki media cetak yang terbit tiap 
bulan. Media ini sesungguhnya digunakan memuat berita dan 
peristiwa yang terkait dengan perhubungan. Selain itu, di dalam 
terbitan tersebut selalu ada ruang atau rubrik mengenai kebijakan 
kementrian. Ini juga dimafaatkan untuk menyebarluaskan hal-hal 
yang berhubungan dengan kinerja, analisis kebijakan, dan 
sebagainya" (Hasil Wawancara, Polman, 14 Desember 2017). 

Mencermati gambaran dan penjelasan mengenai cara 

mengkomunikasikan kebijakan analisis jabatan di lingkungan 
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Kementerian Perhubungan, maka dapat ditarik kesimpulan 

mengenai cara tersebut yang terdiri dari pelaksanaannya secara 

berjenjang, dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun, 

menggunakan Teknologi Informasi dan komunikasi serta media 

cetak. 

Aspek komunikasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan tidak 

hanya terkait dengan cara komunikasi tersebut dilakukan, 

melainkan juga menyangkut isi atau muatan dari kebijakan yang 

dikomunikasikan yang dalam konteks penelitian ini adalah 

kebijakan analisis jabatan. 

Terhadap hal tersebut, dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali menyatakan bahwa : 

"Muatan atau isi dalam pengkomunikasian analisis jabatan di 
lingkungan Kementerian Perhubungan sangat bergantung pada 2 
(dua) hal. Yang pertama yakni kepada siapa isi komunikasi 
tersebut disampaikan, dan yang kedua adalah terkait dengan media 
komunikasi yang digunakan". (Hasil Wawancara, Polman, 
14 Desember 20 17). 

Memang dalam banyak pengalaman, muatan atau konten 

komunikasi sangat bergantung pada apa yang disebut dengan 

audiens. Tentu di lingkungan Kementerian Perhubungan yang 

memiliki rentang kendali atau struktur yang berjenjang, maka 

sangat dimungkinkan mempengaruhi konten komunikasi, tidak 

hanya terkait dengan kebijakan analisis jabatan, melainkan juga 

dengan kebijakan lainnya. 

Mengingat konteks penelitian yang dilakukan hanya pada 

implementasi analisis jabatan di lingkungan Kantor Unit 
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Penyelenggara PeJabuhan Polewali, maka data atau informasi yang 

diungkap juga terkait dengan konteks tersebut. Terhadap hal ini 

dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali menyatakan bahwa : 

"Kami dalam menyampaikan isi kebijakan anaJisis jabatan di 
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali berbeda ketika hal 
tersebut disampaikan kepada Tim Pelaksana Analisis Jabatan 
dengan yang disampaikan kepada pegawai secara keseluruhan". 
(Hasil Wawancara, Polman, 14 Desember 2017). 

Seperti apa perbedaan tersebut, dari wawancara yang dilakukan 

(Polman, 14 Desember 20 17 terungkap bahwa : 

1) Terhadap Pegawai Secara Keseluruhan, materi komunikasinya 

menyangkut : 

a) Latar belakang dilaksanakannya analisis jabatan. 

b) Dasar hukum dilaksanakannya anal isis jabatan pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan. 

c) Tujuan yang in gin dicapai. 

d) Ruang lingkup analisis jabatan. 

e) Cara pelaksanaan analisis jabatan. 

f) Manfaat analisis jabatan terhadap individu pegawai dan 

terhadap kelembagaan Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali. 

2) Terhadap Tim Pelaksana Analisis Jabatan, materi 

komunikasinya adalah sebagai berikut : 

a) Latar belakang dilaksanakannya analisis jabatan. 
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b) Dasar hukum dilaksanakannya analisis jabatan pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan. 

c) Tujuan yang ingin dicapai. 

d) Ruang lingkup analisis jabatan. 

e) Cara pelaksanaan analisis j abatan. 

f) Manfaat analisis jabatan terhadap individu pegawai dan 

terhadap kelembagaan Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali. 

g) Tugas pokok tim. 

h) Pengorganisasian tim. 

i) Cara pelaksanaan tugas tim. 

j) Penanganan komplain. 

k) Monitoring dan evaluasi tim. 

Jika materi komunikasi tersebut dicermati, maka 

perbedaan antara keduanya terletak pada tekanan pada pokok­

pokok kebijakan analisis jabatan untuk seluruh pegawai, dan 

terhadap tim pelaksana analisis jabatan, selain materi pokok­

pokok kebijakan analisis jabatan tersebut, juga terdapat materi 

yang berhubungan dengan pengorganisasian dan cara 

bekerjanya tim tersebut. 

Selain cara dan konten komunikasi yang telah 

dikemukakan, pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali juga memberi ruang terjadinya proses konsultasi 

dalam kaitan dengan analisis jabatan ini. Mengapa dilakukan 
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hal yang demikian, dapat dijelaskan sesuai dengan keterangan 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa: 

"Kami berasumsi jika dalam proses pelaksanaan analisis 
jabatan, bisa saja timbul pemahaman yang berbeda antara para 
pegawai, atau juga ada diantara mereka yang belum 
memahaminya secara maksimal, maka kami memandang jika 
perlu disiapkan waktu untuk mendiskusikan ataupun 
menjelaskan ulang materi atau isi dari kebijakan analisis 
jabatan ini". (Hasil Wawancara, 14 Desember 2017). 

Tentu tidak hanya terkait dengan ruang atau· kesempatan 

untuk melakukan komunikasi timbal balik antara pejabat yang 

diberi tugas dalam pelaksanaan analisi jabatan, melainkan juga 

berhubungan dengan pengaturan pelaksanaan konsultasi 

tersebut. Menyangkut hal ini temyata juga tidak bisa dilakukan 

setiap saat. Karena dikhawatirkan mengganggu jadwal 

pelaksanaan tugas rutin para pegawai. Terhadap hal ini oleh 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

menjadwalkan waktu konsultasi tersebut 1 (satu) kali dalam 

sepekan, yakni di hari Jumat, mulai jam 13.30 sampai dengan 

jam 15.30. 

Penjelasan mengenai cara komunikasi, konten atau isi 

komunikasi analisis kebijakan yang telah dikemukakan tentu 

belum memadai tanpa menjelaskan pula seperti apa basil yang 

dicapai dari cara dan materi komunikasi tersebut. Untuk itu, 

juga dilakukan wawancara kepada Kepala Kantor Unit 

Pelabuhan Polewali dalam kedudukannya sebagai pejabat yang 

pemah diberi penjelasan mengenai analisis jabatan ini, dan 
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dengan 2 (dua) orang pegawai yang pemah memperoleh 

penjelasan mengenai pelaksanaan analisis jabatan ini. 

Cara penyampaian materi analisis jabatan kepada para 

pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya 

pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memiliki 2 ( dua) 

sisi, yakni memiliki kelebihan pada satu sisi, dan sekaligus juga 

mengandung kelemahan pada sisi yang lain. Dikemukakan oleh 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa: 

"Pada saat kami disampaikan mengenai kebijakan analisis 
jabatan ini, bagi saya kesannya ada 2 (dua). Kesan pertama 
adalah pokok-pokok kebijakan analisis jabatan tersebut mudah 
dipaharni dan diterapkan. Kesan yang kedua bahwa terhadap 
materi analisis jabatan ini cukup detail, sehingga jika tidak 
dipelajari lebih lanjut, maka ada banyak hal tidak dipahami. 
Jadi soal jika pada waktunya staf bertanya ke saya, tentu saya 
harus lebih paham dari mereka". (Hasil Wawancara, Polman, 
14 Desember 2017). 

Kesan yang dikemukakan di atas sesungguhnya 

merupakan hal yang lazim pada hampir semua kebijakan 

pemerintah yang baru akan dilaksanakan. Namun, patut digaris 

bawahi jika cara sosialisasi pada tingkat Pimpinan Pelabuhan 

ini cukup memadai. Ini ditandai oleh terbangunnya pemahaman 

atas pokok-pokok materi komunikasi yakni kebijakan analisis 

jabatan, dan tumbuhnya kesadaran untuk mendalami secara 

lebih detail materi tersebut. 

Efek dari cara komunikasi dan materi yang termuat 

didalamnya juga dirasakan hampir sama pada tingkatan Tim 

Pelaksanakan Analisis Kebijakan ketika mereka disampaikan 
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mengenai kebijakan analisis jabatan ini. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Rizal Derek. S.IP, sebagai Pejabat Pemroses 

Bina Usaha Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

yang juga menjadi salah satu anggota Tim Pelaksana Analisis 

J abatan bahwa : 

"Ketika disampaikan kepada kami mengenai bahan-bahan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan analisis jabatan, pada 
mulanya saya paham sebagian yang garis besamya saja, 
sementara yang detailnya karni disuruh mendalaminya. Karena 
itu, saya harus pelajari lagi setelah selesai kegiatan sosialisasi 
analisis jabatan tersebut". (Hasil Wawancara, Polman, 15 
Desember 20 17). 

Dari 2 ( dua) keterangan di atas menunjukkan bahwa 

memang dalam pengkomunikasian kebijakan analisis jabatan 

ini tidak dimungkinkan kelompok sasaran atau audiens yang 

merupakan para pejabat di lingkungan Perhubungan Laut 

langsung bisa memahami konten kebijakan tersebut secara 

keseluruhannya, tetapi hal-hal yang utama adalah pemahaman 

pokok-pokok dari analisis jabatan terse but. 

Namun pada level staf yang diharapkan menerapkan 

kebijakan analisis jabatan ini justru berbeda dengan 2 (dua) 

keterangan informan penelitian di atas. Sebagaimana 

disampaikan oleh Rudi Bakri Pejabat Pengawas Tertib Bandar 

dan Tertib Berlayar sebagai salah seorang staf yang harus 

membuat dan menggunakan kebijakan analisis jabatan ini 

mengemukakan bahwa : 
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"Bagi saya soal analisis jabatan ini sangat sederhana sekali, 
sehingga cepat saya paham. Mungkin karena yang dijelaskan 
terkait dengan bidang tugas saya, maim dengan mudah saya 
mengerti dan tabu bagaimana menerapkannya di bidang tugas 
saya". (Basil Wawancara, Polman, 15 Desember 20 17). 

Keterangan tersebut menunjuk.kan jika cara dan materi 

komunikasi yang disampaikan kepadanya dengan mudah 

dipahami. Ini dapat diartikan jika pengkomunikasian kebijakan 

analisis jabatan pada tingkat bawah di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan juga berjalan dengan baik. 

b. Penggunaan Sumber Daya 

Telah dikemukakan pada pembahasan teori bahwa 

implementasi kebijakan termasuk dalam pelaksanaan analisis 

jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

tingkat keberhasilannya ditentukan oleh faktor ketersediaan 

sumberdaya. Aspek sumber daya ini mencakup sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya fmasial. Selain 

jenisnya sumber daya tersebut juga terkait dengan kuantitas dan 

kualitasnya. 

Sehubungan dengan itu, dapat disimak keterangan yang 

bersifat umum dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali menyangkut penggunaan sumber daya ini. Dikemukakan 

bahwa: 

"Bicara sumber daya tentu sebagai lnstansi Pemerintah selalu 
tersedia adanya sumber daya tersebut. Kami di Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Polewali merniliki sumber daya 
manusia, juga tersedia sarana dan prasarana. Selain itu adalah 
anggaran atau pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas di kantor 
ini". (Hasil Wawancara, Polman, 18 Desember 2017). 
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Untuk sumber daya manusia misalnya, Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan memiliki 26 (dua puluh enam) orang 

aparatur dengan aneka kualiflkasi. Dari segi golongan terdapat 

2 orang III/d, 5 orang III/c, 10 orang III/b, 3 orang III/a, 2 orang 

II/d, 1 orang lila, dan 1 orang I/c. Kemudian dari segi Jatar 

belakang pendidikan terdapat 7 orang S1, 2 orang D3, 15 orang 

SLTA, dan 2 orang SLTP. Demikian juga dari segi level 

manajerial, terdapat 1 orang sebagai Top Manajer, 4 orang sebagai 

middle manajemen, dan 21 orang sebagai staf. 

Perbedaan latar belakang golongan dan pendidikan tersebut 

tentu juga menunjukkan keragaman kemampuan dari masing­

masing aparatur tersebut. Perbedaan dan keragaman yang demikian 

itu dalam banyak pengalaman diperlukan pada Instansi 

Pemerintah. Setidaknya untuk mengerjakan pekerjaan yang terkait 

dengan pengaturan atau manajerial yang membutuhkan 

kemampuan kepemimpinan, pekerjaan administratif yang 

membutuhkan kompetensi administrasi, dan pekerjaan teknis yang 

membutuhkan keahlian teknis. 

Sumber daya manusia inilah yang kemudian diberi jabatan dan 

uraian kegiatan tugas jabatan masing-masing. Salah satu 

diantaranya adalah Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali yang uraian kegiatan tugas sesuai jabatan tersebut juga 

termuat outputnya (kuantitas), serta mutu atau kualitasnya. Ini bisa 

dibandingkan dengan uraian kegiatan tugas jabatan pada level 
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manajemen menengah dan pada level staf yang menunjukkan jika 

pada masing-masing level tersebut membutuhkan sumberdaya 

manusia yang berbeda kualifikasinya untuk dilaksanakan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 4.3. 

Data pada table 4.3 menunjukkan jika uraian kegiatan tugas 

jabatan tersebut memang diperuntukkan untul level pimpinan. Hal 

tersebut ditandai oleh 2 (dua) hal. Yang pertama yakni sifatnya 

yang lebih menekankan pada aspek pengaturan. Kemudian yang 

kedua yakni cakupannya yang menjangkau seluruh wilayah kerja 

di pelabuhan. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tabel4 . .3: 
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

Kegiatan Tugas Jabatan Output Mutu 
(Kuantitas) (Kualitas) 

Menyiapkan bah an rencana 1 Dokumen 100% 
induk pelabuhan serta DLKr 
dan DLKp Pelabuhan 
Menjamin kelancaran arus 12laporan 100% 
barang, penumpang dan 
hew an 
Menyediakan dan a tau 12laporan 100% 
layananjasa pelabuhan 
Mengatur, mengendalikan dan ·12 laporan 100% 
melakukan pengawasan usaha 
jasa terkait dengan 
kepelabuhanan dan angkutan 
perairan. 
Menyediakan fasilitas 12laporan 100% 
pelabuhan dan jasa 
pemanduan dan penundaan 
Menjamin keamanan dan 12laporan 100% 
ketertiban di pelabuhan. 
Memelihara kelestarian 12laporan 100% 
lingkungan di pelabuhan. 
Menyiapkan bahan 1 bahan 100% 
pengawasan keselamatan dan 
keamanan pelayaran. 
Mengelola urusan 12 laporan 100% 
ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan, hukum dan humas. 
Menyediakan dan memelihara 12 laporan 100% 
penahan gelombang, kolam 
pelabuhan, alur pelayaran dan 
sarana bantu navigasi. 

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhru1 Polewali, 2017. 

Ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan uraian kegiatan 

tugas jabatan pada level middle manajemen seperti pada Jabatan 

Pernroses Perizinan Angkutan Laut. Uraian kegiatan tugas jabatan 

ini dapat dilihat berikut ini. 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel4.4: 
Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Pemroses Perizinan 

Angkutan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Polewali 

Kegiatan Tugas Jabatan Output Mutu 
(Kuantitas) (Kualitas) 

Melakukan pemeriksaan I 114 kegiatan 100% .. 
pendataan pemnJauan, 

pemrosesan rekomendasi izin 
terminal k.husus. 
Melakukan pemeriksaan I 98 kegiatan 100% 
peninjauan dan penyiapan 
rekomendasi pekerjaan 
reklamasi dan pengerukan 
Memproses persetujuan 1 00 kegiatan 100% 
penggunaan terminal k.husus 
atau pelabuhan di luar yang 
ditunjuk untuk bongkar muat. 
Membuat laporan terminal 113 kegiatan 100% 
khusus, ship to ship transfer 
dan kegiatan pemanduan 
Melakukan pengarstpan 118 kegiatan 100% 
kegiatan terminal k.husus, 
ship to ship transfer dan 
kegiatan pemanduan 
Membuat laporan harlan, 43 kegiatan 100% 
bulanan dan tahunan seluruh 
kegiatan tugas tambahan dan 
keberangkatan kapal. 

Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, 2017. 

Data pada tabel di atas menunjukkan jika uraian kegiatan tugas 

jabatan tersebut mencerminkan pada middle manajemen. Ini 

ditw1juk.kan oleh sifatnya yang sebagian mengr.tur, namun 

pengaturan tersebut lingkupnya terbatas yakni pada rekomendasi 

izin, pekerjaan reklamasi dan pengerukan, serta terminal khusus 

dan keberangkatan kapal, dimana uraian kegiatan tugas jabatan ini 
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sangat berbeda pada Top Manajemen yang dilakukan oleh Kepala 

Kantor. 

Ini tentu berbeda lagi dengan uraian kegiatan tugas jabatan 

pada level staf sebagaimana contoh pada staf Kelasi berikut ini. 

Tabel4.S : 
Uraian Kegiatan Togas Staf Kelasi 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

No. Kegiatan Togas Jabatan Output Mutu 
(Kuantitas) _(Kualitas) 

1 Melaksanakan kerja harian 65 kegiatan 100% 
rutin dan semua perintah yang 
diberikan oleh Nakhoda 
Melalui Mandor Kamar Mesin 

2 Mengecek dan mencatat 85 kegiatan 100% 
temperatur, tekanan min yak 
lurnas dan tekanan air tawar. 

3 Membantu Mandor Kamar 75 kegiatan 100% 
Mesin dalam hal perawatan 
dan kebersihan mesin kapal 
induk 

4 Melaksanakan patroli 1 00 kegiatan 100% 
keselarnatan maritime 

5 Membantu Mandor Kamar 75 kegiatan 100% 
Mesin dalam hal perawatan 
dan kebersihan mesin motor 
bantu. 

6 Membantu Mandor Kamar 65 kegiatan 100% 
Mesin dalam hal perawatan 
dan kebersihan pornpa-
pompa. 

7 Melaksanakan jaga laut sesuai 90 kegiatan 100% 
daftar jaga 

8 Melaksanakan jaga darat 55 kegiatan 100% 
sesuai daftar jaga 

Sumber : Kantor Urut Penyelenggara Pelabuhan Polewalt, 2017. 

Jika dicermati uraian kegiatan tugas tersebut di atas, juga dapat 

disimak bahwa hal tersebut menekankan pada uraian kegiatan 
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tugas yang sifatnya teknikal, dan lebih banyak mengerjakan apa 

yang diperintahkan dan diatur oleh pimpinan. 

Dengan 3 (tiga) contoh uraian kegiatan tugas jabatan yang 

dikemukakan di atas, ini menunjukkan bahwa pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali terdapat sejumlah jenis 

pekerjaan yang memang harus diatur pelaksanaannya. Pengaturan 

terse but yang kemudian dapat menjelma pada analisis jabatan yang 

melekat pada struktur organisasi, dimana untuk pelaksanaannya 

membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang 

pengalaman, pendidikan, dan keahlian yang beragam. Jenis sumber 

daya manusia yang demikian itu temyata terfasilitasi pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. 

Sumber daya lainnya yang digunakan dalam analisis jabatan 

adalah sarana dan prasarana yang ada pada Kantor Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali. Sarana dan prasarana tersebut memiliki 

keragaman jenis dan jumlahnya, serta terse bar pada wilayah kerja 

Kantor Penyelenggara Pelabuhan Polewali. 

Adapun rincian sarana dan prasarana tersebut dapat 

dikemukakan berikut ini (Laporan UPP _Folewali, Tahun 20 16) : 

1) Fasilitas Pelabuhan Silopo, terdiri dari : 

a) Jalan Akses Beton Pelabuhan Silopo : 10,50 M X 120 M 

b) Jalan beton Pelabuhan : 13,50 M X 285 M 

c) Bangunan Pos Jaga 5,50 M x 5,50 M 

d) Bangunan WC. Umum 4,60 M X 4,60 M 
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e) Bangunan Rumah Genset : 6,10 M X 5,10 M 

f) Lapangan Penumpukan I : 65 M X 105M 

g) Lapangan Penumpukan II : 50Mx 141M 

h) Lapangan Penumpukan III : 50Mx 85 M 

i) Causway : 8 M X 15M 

j) Trestel : 85 M X 6M 

k) Dermaga : 122,60 M x 14 M 

l) Bangunan Gudang I : 20Mx40M 

m) Bangunan Gudang II : 20Mx35 M 

n) Bangunan Kantor 12Mx24M 

o) Terminal 10Mx24M 

p) Bangunan Mushollah : 7Mx7M 

2) Pos Jaga Tonyaman ( Pelabuhan Polewali ), terdiri dari: 

a) Dermaga ( kayu ) 22 x 3m' 

b) Trestel 15 x 3m' 

c) Talud 61 x 2m' 

d) Lapangan Penumpukan 990m2 

e) Pos Jaga 50 m2 

f) Jalan lingkungan 100 X 4M2 

g) Causeway 15 X 3M2 

3) Wilayah kerja Langnga ( Pos Kerja Marabombang ), terdiri 

dari: 

a) Dermaga 30 x 8 m' 

b) Trestel 43 x 4 m' 
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c) Causeway 38,5x 4 m' 

d) Talud 105m' 

e) Lapangan Penumpukan 794M2 

f) Pos Jaga 24 Ml 

g) Jalan lingkungan 100 x 6 m' 

Jika diperhatikan daftar saran a dan prasarana yang 

dikemukakan di atas, terlihat bahwa untuk pelaksanaan uraian 

tugas jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali tersedia sarana yang berhubungan dengan kegiatan 

kepelabuhanan seperti dermaga, lapangan penumpukan, dan 

bangunan gudang, serta sarana dan prasarana pendukung yang 

juga penting kegunaannya seperti Kantor, Pos jaga, Mushollah dan 

lain-lain. 

Sumber daya berikutnya yakni ketersediaan anggaran atau 

pembiayaan. Sumber daya ini sesungguhnya hanya 1 (satu), yakni 

Anggaran Belanja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, 

tetapi di dalamnya terdapat 3 (tiga) bagian besar dari anggaran 

belanja tersebut. Yang pertama adalah anggaran belanja pegawai, 

kedua yakni anggaran belanja barang, dan ketiga yakni anggaran 

belanja modal. 

Untuk komponen belanja pegawai diperuntukkan bagi 

seluruh pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali untuk membayar gaji pegawai, tunjangan pegawai, 
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honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus, belanja pegawai 

transito, gaji pensiunan, dan asuransi kesehatan. 

Sedang untuk belanja modal merupakan seluruh pengeluaran 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali yang dialokasikan 

untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (asset tetap 

dan asset tidak tetap ). Kemudian belanja barang adalah seluruh 

pengeluaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali yang 

dialokasikan untuk pengadaan barang-barang yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan yang hanya bersifat sekali pakai (habis ). 

Dari ke 3 (tiga) jenis anggaran belanja tersebut, besarannya 

untuk tahun anggaran 20 16 dapat dilihat berikut ini. 

No 

1. 

2. 

3. 

Tabel4.6: 
Anggaran Belanja Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali Tahun 2016 

Pengeluaran Pagu Realisasi Sisa dan Ket. 

Belanja 2.895.190.000 2. 748.698.981 146.491.019 
Pegawai 
Belanja 2.673.398.000 1.789.641.348 883.756.652 
Barang 
Belanja 633.500.000 534.877.500 98.622.500 
Modal 

Jumlah 6.202.500.000 5.073.217.829 1.128.870.171 

Sumber: Laporan UPP Polewali, Tahun 2016. 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 

Rp. 6.202.500.000,- yang dialokasikan pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali, jumlah terbesar pada Belanja 

Pegawai yakni Rp. 2.895.190.000,- atau 46,68%, kemudian untuk 
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Belanja Barang sebesar Rp. 2.673.398.000,- atau 43,10%, dan pada 

Belanja Modal yakni Rp. 633.500.000,- atau sebesar 10,22%. 

Untuk komponen anggaran Belanja Pegawai tersebut, 

termasuk di dalamnya dialokasikan untuk membayar tunjangan 

kinerja sesuai dengan apa yang dicapai oleh masing-masing 

pegawai dalam pelaksanaan uraian tugas jabatannya masing­

masing. Pada tahun 2016, tunjangan kinerja tersebut yakni sebesar 

Rp. 881.076.000,- atau 14,21% dari keseluruhan pagu anggaran 

pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali (Laporan UPP Polewali, 

2016). 

Pada tahun sebelumnya tunjangan kinerja atas dasar 

pelaksanaan beban kerja pegawai tersebut juga dibayarkan. Tahun 

2014 sebesar Rp. 550.946.400,- untuk 21 (dua puluh satu) orang 

pegawai, kemudian pada tahun 2015 dibayarkan sebesar Rp. 

632.280.000,- untuk 24 (dua puluh empat) orang pegawai. 

Data tersebut sekaligus menunjukkan adanya peningkatan 

alokasi belanja pada kinerja pegawai atas pelaksanaan analisis 

jabatan mereka. Jika pada tahun 2014 sebesar Rp. 550.946.400,- ini 

meningkat menjadi Rp. 632.280.000,- atau sebesar 14,76%, 

kemudian menjadi Rp. 881.076.000,- yang berarti meningkat 

sebesar 39,35%. 

Ini berarti bahwa didalam keseluruhan alokasi anggaran Kantor 

Unit anggaran untuk membayar tunjangan kinerja tersebut. 

Tunjangan ini merupakan imbalan terhadap pelaksanaan atas 
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analisis jabatan masing-masing pegawai sesuai dengan pencapaian 

kinerjanya. 

Dari informasi dan data-data yang telah dikemukakan di atas, 

jelas bahwa untuk melaksanakan kebijakan analisis jabatan pada 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, didukung dengan 

penyediaan sumber daya secara terencana. Sumber daya tersebut 

adalah pegawai dengan . kualifikasi tertentu, sarana dan prasarana, 

serta sumberdaya finansial. 

c. Disposisi 

Pelaksanaan analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali selain didukung oleh faktor komunikasi, dan 

sumber daya, maka juga oleh faktor respon, sikap, dan komitmen 

pimpinan, pejabat menengah dan staf pada kantor terse but. 

Pada level pimpinan misalnya, berpandangan bahwa kebijakan 

analisis jabatan ini disambut baik dengan beberapa alasan. 

Dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali bahwa : 

"Bagi kami kebijakan analisis jabatan ini sangat konstruktif sekali. 
Karena membantu secara individual memetakan apa yang 
sebaiknya dikerjakan. Selain itu, memudahkan dalam melihat 
secara detail beban pekerjaan pada tiap-tiap sub unit". (Basil 
Wawancara, Polman, 18 Desember 20 17). 

Keterangan tersebut memang didukung oleh data yang 

berhubungan dengan format analisis jabatan masing-masing 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. 

Pada format tersebut tersajikan jenis pekerjaan, waktu 
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pengerJaannya dan jenis outputnya baik kualitas maupun 

jumlahnya. Misal salah satu uraian sasaran kerja Kepala Unit 

adalah menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan 

serta DLKr dan DLKp pelabuhan yang outputnya adalah 1 (satu) 

set laporan dengan waktu penyelesaian 50 (lima puluh) jam. 

Namun pandangan terhadap pelaksanaan kebijakan analisis 

jabatan ini tidak seluruhnya positif dalam penilaian pimpinan. 

Terdapat sisi lain yang perlu dipertimbangkan seperti yang 

dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali bahwa : 

"Kebijakan analisis jabatan ini tentu juga punya sisi yang kurang 
kondusif bagi kami. Dengan uraian beban kerjanya yang rigid dan 
terukur, maka seringkali kita merasa bekerja seperti mesin, sangat 
mekanis. Perasaan yang demikian lebih terasa ketika berhadapan 
dengan staf yang mempunyai kebutuhan lain pada waktu-waktu 
kerja. Karni sering dilematis jika ada yang mau izin karena 
alasan-alasan keluarga. Saat seperti itu kami dihadapkan pada 
target beban kerja staf dengan keperluan mereka yang lain". (Hasil 
Wawancara, Polman, 18 Desember 2017). 

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa aspek kultural 

pimpinan yang paham terhadap situasi dan kondisi pegawai 

berbenturan dengan pelaksanaan beban pekerjaan yang sudah 

dipolakan. Fakta seperti ini sesungguhnya yang memang ingin 

direduksi dengan adanya kebijakan analisis jabatan ini, karena 

kebiasaan-kebiasaan pegawai yang bolos, sering izin dengan 

macam-macam alasan, jika tidak dihadapkan pada pemolaan 

pelaksanaan tugas mereka, sangat berpotensi menciptakan 

inefisiensi. 
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Respon pejabat pada level menengah Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali lain lagi. Keberadaan kebijakan 

analisis jabatan ini dinilai positif dengan alasan yang lain. Ini 

dikemukakan oleh Rizal Derek, S.IP selaku Pejabat Pernroses Bina 

Usaha Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Bagi kami pelaksanaan kebijakan analisis jabatan merupakan 
kebijakan yang cukup membantu. Bagi ASN yang pendapatannya 
terbatas, bisa bertambah karena tunjangan kinerja dari pelaksanaan 
tugas jabatannya yang maksimal. Seperti kami misalnya bisa 
memperoleh tambahan pendapatan dalam setahun sekitar Rp. 
35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah". (Hasil Wawancara, 
Polrnan, 15 Desember 20 17). 

Respon dan alasan yang dikemukakan oleh informan 

penelitian di atas cukup rasional. Dengan tambahan pendapatan 

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setahun artinya yang 

bersangkutan memperoleh tambahan income sebesar 

Rp. 2.900.000,- per bulan. Ini sekitar 35% dari gaji yang diperoleh. 

Selain sambutan dan sisi positif yang dikernukakan oleh Rizal 

Derek, S.IP, yang bersangkutan juga menyampaikan kelernahan 

dari kebijakan anal isis jabatan tersebut. Dikemukakannya bahwa : 

"Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan menghasilkan uraian 
beban kerja yang terinci. Jika ini dikerjakan dengan baik maka 
tunjangan kinerjanya juga lumayan. Tetapi pada batas-batas 
tertentu juga bisa menjadi beban bagi kami. Karena kemampuan 
yang kami miliki terbatas, sehingga kadang uraian be ban kerj a 
tersebut tidak sepenuhnya dijalankan". (Hasil Wawancara, Polrnan, 
15 Desember 20 17). 

Keterangan yang disampaikan oleh informan penelitian 

tersebut di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang 

menjadi ekspektasi kebijakan analisis jabatan melalui uraian beban 
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kerja di satu pihak, dengan kapasitas pegawai pada pihak yang lain. 

Kesenjangan yang demikian ini jika terjadi secara massif maka 

berpotensi mengganggu kinerja organisasi secara kumulatif. 

Hampir sama yang dikemukakan oleh pejabat level menengah 

Kantor Unit Penyeleoggara Pelabuhan Polewali di atas, pada level 

paling bawah juga menyampaikan respoo yang demikian. 

Dikemukakan oleh Hasanuddin sebagai Kelasi Kapal pada Kantor 

Unit Penyeleoggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Saya merasa kalau tunjangan kinerja dari pelaksanaan uraian 
tugas jabatan di kantor kami cukup menolong. Artinya dapat 
menambah saya punya pendapatan sebagai staf Kelasi Kapal. 
Karena dalam 1 (satu) tahun saya meodapatkan sebesar Rp. 
32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Selain 
itu, saya juga terbantu deogan uraian tugas yang harus saya 
kerjakan, sehingga saya tahu tugas-tugas saya setiap hari''. (Hasil 
Wawancara, Polman, 15 Desember 20 17). 

Keterangan yang disampaikan oleh informan penelitian 

tersebut di atas menunjukkan penerimaannya atas kebijakan 

analisis jabatan ini dengan 2 (dua) alasan. Pertama yakni alasan 

insentif melalui tunjangan kinerja, dan kedua adalah alasan 

kemudahan dalam melihat peta pekerjaan yang harus 

dilaksanakannya. 

Selain itu, juga disampaikan sisi yang memberatkan dari 

pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini. Dikemukakan oleh 

Hasanuddin sebagai Kelasi Kapal pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Pelaksanaan uraian beban kerja yang ditetapkan bagi saya cukup 
memberatkan. Karena ada pekerjaan yang bisa berkembang dalam 
waktu-waktu tertentu seperti melaksanakan perintah Nakhoda 
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melalui Kepala Mesin, bisa saja jenis dan jumlahnya jadi banyak. 
Selain itu, jujur saja kemampuan saya sangat terbatas, sehingga 
seringkali uraian beban kerja tersebut tidak maksimal". (Hasil 
Wawancara, Polman, 15 Desember 20 17). 

Keterangan informan tersebut di atas menunjukkan 2 (dua) hal 

yang menjadi masalah pada level staf dalam hubungannya dengan 

pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini. Masalah pertama yakni 

beban pekerjaan yang dianggap terlalu memberatkan bagi pegawai, 

dan masalah kedua yakni kesenjangan antara ekspektasi beban 

kerja dengan kemampuan pegawai. 

Dari keseluruhan keterangan atau informasi mengenai 

dukungan faktor disposisi terhadap pelaksanaan analisis kebijakan 

pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali dapat ditarik 

2 ( dua) kesimpulan. Yang pertama bahwa pelaksanaan kebijakan 

analisis jabatan ini diterima dengan baik dengan beberapa alasan. 

Adapun alasan tersebut adalah memudahkan memahami peta 

pekerjaan bagi setiap pegawai, dan berimplikasi pada peningkatan 

pendapatan melalui tunjangan kinerja. Yang kedua, terdapat 

masalah yang menyertai penerapan kebijakan analisis jabatan 

tersebut yang membuat belum diterima sepenuhnya oleh pegawai. 

Hal tersebut disebabkan oleh sifatnya yang rigid dan terukur 

membuat pegawai sulit melakukan improvisasi pelaksanaan tugas 

mereka, serta ketidak sesuain yang ditimbulkan antara ekspekatasi 

dari beban kerja yang ditimbulkan dengan kemampuan yang 

dimilki oleh pegawai. 
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d. Struktur Birokrasi 

Dalam pelaksanaan kebijakan analisis jabatan pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, terdapat alur dan prosedur 

yang dilalui oleh pelaksanaan kebijakan ini. Prosedur dan 

mekanisme tersebut menyasar pada bagaimana kebijakan 

dilaksanakan dan siapa yang bertanggung jawab 

melaksanakannya. 

Terhadap hal tersebut, dijelaskan oleh Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini dilakukan dengan 
mengikuti struktur organisasi yang ada di Kementerian 
Perhubungan dan struktur di internal kantor unit. Pada 
Kementerian dimulai dari eselon I kemudian ke eselon II. 
Selanjutnya kepada karni para Kepala Unit. Dari Kepala Unit 
kemudian kepada Tim Pelaksana dan seterusnya kepada seluruh 
staf'. (Hasil Wawancara, Polman, 20 Desember 2017). 

Keterangan yang dikemukakan di atas menunjukkan jika 

pelaksanaan analisis jabatan tersebut dilakukan secara berjenjang. 

Secara garis besar jenjang dimaksud ada 2 (dua), yakni pada level 

kementerian, dan di tingkat kantor unit. Pada level kementerian 

juga ada 2 (dua) yaitu dimulai dari Eselon Ike Eselon II, sementara 

pada kantor unit terdapat 3 jenjang yakni dimulai dari Kepala Unit, 

terus ke Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan sampai ke staf. Alur 

yang dikemukakan tersebut dapat digambarkan berikut ini. 
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Kementerian 

Tim Pelaksana Analisis 
Jabatan 

Gambar 4.3 : 
Alur Pelaksanaan Analisis Kebijakan Pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

Pada tingkat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

jika mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan 

Analisis Jabatan ini, maka terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus 

dilalui. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Untuk pelaksanaan analisis jabatan di tingkat Kantor Unit, ada 3 
(tiga) tahapan yang menjadi tugas karni. Tahapan pertama yakni 
persiapan, tahap kedua adalah pelaksanaan lapangan dan tahap 
ketiga yakni penetapan hasil. Masing-masing tahapan tersebut 
menurut SOP ada lingkup kegiatannya dan siapa yang 
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melaksanakannya". (Hasil Wawancara, Polman, 20 Desember 
2017). 

Dari ketiga tahapan di atas jika dirujuk pada SOP 

dimaksud, maka dapat dikemukakan runag lingkup kegiatan dan 

pelaksananya sebagaimana berikut ini (Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 10112011 ). 

1) Tahap Persiapan 

Pada tahap ini terdapat 2 (dua) kegiatan pokok. Yang 

pertama adalah Pembentukan Tim Pelaksana Analisis Jabatan 

yang menjadi tugas Kepala Unit. Yang kedua yakni Koordinasi 

yang menjadi tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan. 

Kegiatan koordinasi ini berhubungan dengan : 

a) Pimpinan Organisasi. 

b) Tugas pokok dan fungsi, proses dan struktur organisasi. 

c) Hasil kerja, dan 

d) Sumberdaya manusia. 

2) Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Pada tahap ini sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung 

jawab Tim Pelaksana Analisis Jabatan di bawah Supervisi 

Kepala Unit. Adapun ruang lingkup kegiatan yang harus 

dilaksanakan adalah : 

a) Pengumpulan data dengan sub kegiatan: 

- Pembuatan kuesioner 

- Wawancara 

- Pengamatan langsung 
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- Referensi 

b) Penunjukan responden, analisis dan evaluasi jabatan 

fungsional umurn. 

c) Penunjukkan administratur Sistem Informasi Teknologi. 

d) Pengolahan Data. 

e) Verftkasi Data. 

3) Penetapan Basil 

Pada tahap ini pelaksanaannya menjadi tugas Tim Analisis 

Jabatan dengan Evaluator Kepala Unit. Terdapat 2 (dua) 

kegiatan pada tahap ini, yaitu: 

a) Presentasi hasil. 

b) Penetapan hasil. 

Gambaran pelaksanaan Analisis Jabatan yang dikemukakan 

diatas menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki alur dan 

prosedur pelaksanaannya mulai dari tingkat kementerian hingga ke 

tingkat kantor unit dan di level staf. Pada alur dan prosedur di 

kantor unit juga memiliki pengaturan lingkup kegiatan dan 

penanggung jawab pelaksanaannya. Secara detail alur, prosedur 

dan lingkup kegiatan tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan yang dalam terminology teoritik biasa 

disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 
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e. Hasil Yang Dicapai 

Kebijakan analisis jabatan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan tentu diterapkan untuk tujuan atau hasil tertentu. Dari 

pelaksanaannya sejak tahun 2012, dapat dievaluasi capaian atas 

pelaksanaan analisis jabatan ini. Dari evaluasi tersebut, garis besar 

capaian dimaksud dikemukakan oleh Kepala Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan bagi kami di Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan Polewali menunjukkan 2 (dua) hasil 
secara garis besar. Hasil yang pertama dirasakan bagi organisasi, 
kemudian hasil yang kedua dirasakan oleh masing-masing 
pegawai. Bagi Instansi hasil tersebut berupa tersedianya peta 
jabatan dan adanya kinerja pegawai yang terukur. Sedang bagi para 
pegawai memperoleh tambahan pendapatan sebagai imbalan atas 
kinerja mereka". (Hasil Wawancara, Polman, 20 Desember 2017). 

Dari keterangan tersebut jelas bahwa pelaksanaan kebijakan 

analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali memiliki capaian-capaian tertentu, yakni tersedianya peta 

jabatan, adanya kinerja yang dicapai, dan tarnbahan income bagi 

para pegawai. 

1) Peta Jabatan 

Peta jabatan ini menggarnbarkan kegiatan tugas jabatan, 

dan target yang akan dicapai. Sebagai contoh, kegiatan tugas 

jabatan Pengelola Keuangan Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

a) Menyusun konsep gaji, dengan target 90 dokumen. 

b) Menyusun konsep daftar uang muka, dengan target 35 

dokumen. 
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c) Menyusun konsep uang lembur, dengan target 75 

dokumen. 

d) Menyusun Konsep Daftar/menghitung tunjangan kinerja, 

dengan target 1 00 dokumen. 

e) Menyiapkan surat untuk klaim Taspen/BPJS, dengan target 

65 surat. 

f) Menyiapkan surat Bapetarum, dengan target 35 surat. 

g) Menyiapkan data proses pensiun ke KPPN, dengan target 

25 surat. 

h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan, sengan target 100 

laporan (Uraian Sasaran Kerja Pegawai Pemangku Jabatan 

Fungsional Umurn, 20 16). 

Uraian satuan kerja pegawai pemangku jabatan seperti 

di atas sesuai jurnlah jabatan yang tersedia pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali. Pada tahun 2014 tercatat 

sebanyak 21 (dua puluh satu) peta jabatan, kemudian tahun 

2015 sebanyak 24 (dua puluh empat) peta jabatan, dan pada 

tahun 2016 sebanyak 25 (dua puluh lima) petajabatan. 

2) Capaian Kinerja 

Dari uraian sasaran kerja pegawai pemangku jabatan 

kemudian dilaksanakan oleh masing-masing pemangku 

jabatan. Hasil pelaksanaannya disebut dengan kinerja. Untuk 
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bisa memastikan capaian kinerja ini, maka dibuat scoring yang 

disebut Nilai Sasaran Kerja Pegawai. 

Terhadap scoring ini kemudian dibuat kualifikasi sebagai 

padanan dari Nilai Sasaran Kerja pegawai dimaksud. Menurut 

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

bahwa: 

"Agar memperoleh kepastian, maka kinerja pegawai diberi 
nilai atau skor. Angka yang digunakan adalah 0 hingga 100. 
Terhadap nilai tersebut ada padanannya kualitasnya. Antara 0 
hingga 50 kualifikasinya buruk, kemudian antara 51 hingga 70 
kualifikasi sedang, selanjutnya antara 71 hingga 90 
kualifikasinya baik, dan di atas 91 kualifikasinya sangat 
memuaskan". (Basil Wawancara, Polman, 20 Desember 2017). 

Jika kualifikasi tersebut diatas dihubungkan dengan basil 

penilaian Sasaran Kerja Pegawai pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali pada tahun 2014 sampai 

dengan 2016, dapat dilihat kinerja mereka sebagaimana berikut 

lnt: 
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Tabel4.7: 
Perkembangan Nilai SKP dan Kualikasi Kinerja Pegawai 

Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
Polewali 

Tahun/Orang 
Nilai SKP/ 
Kualifikasi 2014 2015 2016 

0-50 0 0 0 
(Buruk) 

51 - 70 0 0 0 
(Sedan g) 

71 - 90 18 23 0 
(Baik) 

91 > .... 3 3 25 
(Sangat 

Memuaskan) 

Jumlah 21 25 25 

Sumber : Hasil Penilaian SKP Pada Kantor UPP Polewali, 
2014-2016 

Data diatas menunjukkan adanya perkembangan kinerja yang 

cukup baik. Jika pada tahun 2014 dari 21 orang pemangkujabatan 

18 orang atau 85,71%, yang berkinerja baik, dan 3 orang 

pemangku jabatan atau 14,29% yang kinerjanya sangat 

memuaskan, kemudian pada tahun 201 5 dari 25 orang pemangku 

jabatan, sebanyak 23 orang atau 92% dengan kinerja baik, dan 3 

orang atau 8% dengan kinerja sangat memuaskan. Selanjutnya 

pada tahun 2016, dari 25 orang pemangku jabatan, seluruhnya atau 

100% dengan kinerja sangat memuaskan. 
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3) Tunjangan Kinerja 

Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini diikuti dengan 

pemberian tunjangan kmerja. Perhitungan tunjangan kmerja 

tersebut menggunakan parameter. Dijelaskan oleh Kepala Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Perhitungan besaran tunjangan kinerja kepada masing-masing 
pejabat ru lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 
.Polewali didasarkan pada 2 (dua) parameter. Yang pertama yakni 
berdasar grade jabatan dalam bentuk nilai, dimana jabatan yang 
lebih tinggi gradenya lebih besar dari pada jabatan di bawahnya. 
Yang kedua yakni berdasar pada nilai Sasaran Kerja Pegawai atau 
nilai kinerja". (Hasil Wawancara, Polman, 20 Desember 2017). 

Atas dasar yang demikian itu, maka dapat dipastikan bahwa 

pemangku jabatan yang memperoleh tunjangan kinerja yang besar 

adalah pejabat yang gradenya tinggi kemudian melaksanakan SKP 

secara maksimal, sehingga nilai kmerjanya juga tinggi. Sebaliknya, 

pemangku jabatan yang memperoleh tunjangan kinerja kecil adalah 

mereka yang gradenya kecil dan nilai kinerjanya rendah. 

Data yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan jika dalam 

periode 2014-2016 secara kumulatiftunjangan kinerja pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali mengalami peningkatan. 

Selain peningkatan secara kolektif atau kelembagaan, juga terjadi 

peningkatan besaran tunjangan kinerja per pemangku jabatan. Pada 

tahun 2014 keseluruhannya Rp. 550.946.400,- kemudian menjadi 

Rp. 632.280.000,- pada tahun 2015 bertambah Rp. 81.333.600,-

atau meningkat 14,76%. Selanjutnya pada tahun 2016 menjadi 
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Rp. 881.076.000,- bertambah Rp. 2.489.976.000,- atau meningkat 

39,35%. 

Perkembangan tunjangan kinerja dan banyaknya pemangku 

jabatan yang menerima dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 : Perkembangan Tunjangan Kinerja Pada Kantor 
Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, Tahun 2014 - 2016 

Total 
Tahun Penerima Tunjangan Peningkatan 

(Orang) Kinerja (Rp) (%) 

2014 21 550.946.400 -
2015 24 632.280.000 14,76 

2016 25 881.076.000 39,35 

Sumber: Kantor UPP Polewali, 2016 

Peningkatan tunjangan kinerja tersebut juga terjadi pada 

masing-masing pemangku jabatan. Pada tahun 2014, tunjangan 

jabatan tertinggi diterima oleh Kepala Unit Pelabuhan sebesar Rp. 

40.224.000,- kemudian pada tahun 2015 menjadi Rp. 42.235.200,-

terdapat kenaikan Rp. 2.011.200,- atau meningkat 5%. Kemudian 

pada tahun 2016 sebesar Rp. 54.612.000,- bertambah sebesar 

Rp. 12.376.800,- atau meningkat 29,30%. 

Kenaikan tersebut juga dapat dilihat pada pemangku jabatan 

terendah yakni pengawas patroli dan pengadministrasi umum. Pada 

tahun 2014 menerima tunjangan kinerja Rp. 22.848.000,- dimana 

angka terse but sama besamya pada tahun 2015 yakni 

Rp. 22.848.000,- kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 
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Rp. 29.916.000,- bertambah Rp. 7.068.000,- atau meningkat 

30,93%. 

Dengan demikian hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kebijakan analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali dapat ditelusuri pada 3 (tiga) indikator. 

Masing-masing adalah tersedianya peta jabatan untuk seluruh 

jabatan yang ada, pencapaian kinerja yang terukur, dan tambahan 

pendapatan bagi para pemangku jabatan dalam bentuk tunjangan 

kinerja. 

i FaktorPendukung 

Dalam pelaksanaan kebijakan analisis jabatan pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, terdapat faktor yang 

menjadi pendukung sehingga kebijakan tersebut dilaksanakan 

secara optimal. Adapun faktor pendukung tersebut dapat 

dikemukakan berikut ini. 

1) Respon Pegawai Yang Kondusif 

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan 

analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali adalah respon pegawai yang kondusif. Dikemukakan 

oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

bahwa: 

"Ketika untuk pertama kalinya kebijakan analisis jabatan ini 
dilaksanakan, saya membayangkan akan terkendala pada 
penerimaan para pegawai. Tetapi setelah dikomunikasikan 
kepada mereka oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan, justru 
respon tersebut cukup mendukung. Ini merupakan modal awal 
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untuk melanjutkan kebijakan tersebut". (Hasil Wawancara, 
Pol man, 20 Desember 20 17). 

Para pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali memiliki posisi kunci terhadap setiap kebijakan yang 

akan diberlalukan di kantor tersebut, karena itu sangat relevan 

pula pandangan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali yang menyatakan bahwa respon pegawai yang 

kondusif sebagai modal awal melanjutkan pelaksanaan 

kebijakan analisis jabatan ini. Sebaliknya, hila respon tersebut 

tidak kondusif, maka kendala-kendala lainnya akan datang 

secara beruntun sebagai implikasi dari respon pegawai tersebut. 

2) Faktor Insentif 

Penerapan tunjangan kinerja mengikuti nilai Sasaran 

Kerja Pegawai (SKP) sebagai wujud pelaksanaan analaisis 

jabatan, mempunyai efek yang juga mendukung pelaksanaan 

analisis jabatan ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Dengan adanya pemberian tunjangan kinerja terhadap 
pemangku jabatan dalam melaksanakan Sasaran Kerja 
Pegawai, menurut hemat saya cukup besar peranannya sebagai 
motivasi. Ini bisa juga dilihat dari perkembangan nilai SKP 
para pemangku jabatan yang membaik setiap tahunnya, dari 
perbaikan nilai SKP tersebut berdampak pada peningkatan 
pendapatan pegawai yang bersumber dari tunjangan kinerja". 
(Hasil Wawancara, Polman, 20 Desember 20 17). 

Keterangan di atas sejalan dengan data-data yang telah 

dikemukakan sebelumnya yang menggambarkan 2 ( dua) hal. 

Pertama terjadinya peningkatan nilai SKP masing-masing 
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pemangku jabatan peri ode 2014 - 2016, dan peningkatan 

tunjangan kinerja mereka pada periode yang sama. Data-data 

tersebut juga diperkuat oleh keterangan Rizal Derek, S.IP dan 

Hasanuddin sebagai informan yang mengemukakan jika 

mereka merasa sangat diuntungkan dan termotivasi dengan 

adanya tambahan pendapatan yang diperoleh melalui tunjangan 

kinerja ini. 

3) Faktor Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

analaisis jabatan, mempunyai efek yang juga sangat 

mendukung. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Tidak bisa dipungkiri jika sarana dan prasarana yang tersedia 
di Kantor Unit cukup konstributif bagi pelaksanaan Sasaran 
Kerja Pegawai. Sarana dan prasarana tersebut berupa peralatan 
kantor, fasilitas layanan, dan sarana pendukung. Memang 
belum tersedia secara lengkap, tetapi cukup memenuhi 
pelaksanaan SKP tersebut". (Hasil Wawancara, Polman, 20 
Desember 20 17). 

Keterangan tersebut memperkuat gambaran terdahulu yang 

menjelaskan betapa dalam implementasi kebijakan analisis 

jabatan, faktor sarana dan prasarana ini menjadi penunJang 

pelaksanaan kebijakan analisis jabatan tersebut. 

g. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan kebijakan analisis jabatan pada Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, juga diakui adanya hal-

hal yang menjadi penghambat sehingga hasil dari pelaksanaan 
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analisis jabatan ini belum maksimal. Diantara faktor penghambat 

tersebut adalah faktor sosial budaya. Disampaikan oleh Kepala 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali bahwa : 

"Aspek sosial budaya yang masih kuat di tengah masyarakat, pada 
batas-batas tertentu dapat menjadi penghambat optimalnya 
pelaksanaan uraian sasaran kerja sebagai bentuk pelaksanaan 
kebijakan analisis jabatan. Seperti diketahui masyarakat di sini 
masih kental dengan semangat kekeluargaannya, sehingga 
kepentingan-kepentingan kekeluargaan dalam berbagai bentuknya 
seringkali memperlambat atau malah membuat pekerjaan­
pekerjaan tertentu bagi staf tidak dilaksanakan". (Hasil 
Wawancara, Polman, 20 Desember 20 17). 

Fakta yang dikemukakan di atas memang masih sering ditemui 

pada berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan 

pemerintahan , dimana nilai-nilai sosial dan budaya menjadi 

kontraproduktifterhadap cara-cara birokrasi yang rasional. 

Faktor penghambat lainnya terletak pada kemampuan aparatur 

itu sendiri yang baikjumlah maupun kualifikasinya masih terbatas. 

Disampaikan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali bahwa : 

"Dalam melaksanakan kebijakan analisis jabatan, kami masih 
merasakan sekali jika soal sumber daya manusia yang ada masih 
terbatas. Hal tersebut kami rasakan dalam jumlah dan 
kualifikasinya. Karena pegawai di sini terbatas, seringkali kami 
kesulitan dalam memilih pegawai yang cocok untuk melaksanakan 
tugas-tugas tersebut. Akibatnya, seringkali pula pegawai 
mengeluhkan ketidak cocokan an tara sasaran kerja yang ditugaskan 
dengan kemampuan yang dirnilikinya". (Hasil Wawancara, 
Polman, 20 Desember 2017). 

Penjelasan yang dikemukakan tersebut sejalan dengan apa 

yang disampaikan oleh salah satu dari staf kantor unit yang telah 

dikemukakan terdahulu, dimana dikeluhkannya jika uraian sasaran 
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kerja yang diberikan kepadanya dianggap tidak sesuai dengan 

kemampuan yang dia miliki. Hal ini mempertegas bahwa faktor 

jumlah dan kemampuan sebagian pegawai pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali menjadi penghambat dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan analisis jabatan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Memperhatikan masalah yang telah dikemukakan dan hasil 

penelitian, maka pembahasannya dikemukakan sebagaimana berikut ini. 

1. Pelaksanaan Analisis Jabatan 

Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan pada Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali dilaksanakan dalam bentuk 

terstruktur. Secara garis besar struktur pelaksanaan kebijakan tersebut 

diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan 

lapangan, dan diakhiri dengan tahap penetapan hasil. Dari bentuk 

yang terstruktur tersebut, masing-masing tahap didalamnya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

terlaksana karena adanya konfigurasi berbagai faktor. Konfigurasi 

faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, dukungan sumber daya, 

disposisi dan faktor birokrasi. Konfigurasi yang demikian tru 

mempertegas bangun teori yang dikembangkan oleh Edward III 

bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah (1) komunikasi (communication}, (2) sumber daya 
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(resources}, (3) disposisi (disposition), (4) struktur birokrasi 

(beureucratic structure) . 

Faktor komunikasi yang dimaksudkan berhubungan dengan 

berbagai dimensi di dalamnya. Dimensi tersebut adalah alur dari 

komunikasi yang mengikuti struktur birokrasi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

Dimensi lainnya adalah sasaran atau audiens dari komunikasi 

tersebut yang bersifat massif serta juga bersifat individual. Sifat 

massif komunikasi kebijakan analisis jabatan terjadi ketika 

disampaikan kepada audiens dalam jumlah yang banyak dengan cara 

penyampaian satu arah. Sedang sifat individual terjadi pada skala 

terbatas dengan pemanfaatan Tim Pelaksana Anal isis Kebijakan. 

Dimensi berikutnya yakni ketersediaan materi komunikasi yang 

fokus pada kebijakan analisis jabatan. Kebijakan tersebut diforrnalisasi 

melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan 

Kementrian Perhubungan, yang juga bisa disebut sebagai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) kebijakan analisis jabatan tersebut. Pada 

materi ini secara garis besar menekankan pelaksanaan Analisis Jabatan 

pada 3 (tiga) kegiatan utarna, yakni persiapan, pelaksanaan, serta 

eksposes hasil. 

Dengan demikian, faktor komunikasi dalam pelaksanaan analisis 

jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali juga 

memiliki dimensi yang luas. Dimensi tersebut adalah alur komunikasi 
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tersebut yang mengikuti struktur birokrasi, cara komunikasi itu 

dilakukan yang bersifat massif dan individual, serta materi 

komunikasinya yang terpokus pada Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Analisis 

Jabatan di Lingkungan Kementrian Perhubungan. 

Pelaksanaan komunikasi tersebut dilakukan secara rasional. 

Rasionalitasnya terletak pada upaya menciptakan optimalisasi tujuan 

organisasi dengan mengkomunikasikannya pada pihak-pihak yang 

harus memahaminya melalui struktur yang ada. Demikian juga dengan 

materi yang dikomunikasikan tetap dilakukan secara konsisten pada 

kebijakan analisis jabatan. 

Pelaksanaan komunikasi dengan dimensi-dimensinya tersebut 

telah dilakukan semaksimal mungkin, namun pelaksanaannya berjalan 

dengan hambatan pada sisi tertentu. Hambatan tersebut paling 

potensial disebabkan oleh kemampuan yang terbatas aparatur di 

lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali. Kondisi 

ini mempunyai implikasi yang cukup panjang, karena juga 

mempengaruhi tingkat capaian kinerja beberapa oknum aparatur yang 

terbilang belum optimal. 

Faktor berikutnya yang menjadi kunci dalam pelaksanaan analisis 

jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali adalah 

ketersediaan sumber daya. Faktor ini juga bersifat konfiguratif, artinya 

telah menyatu dan saling memberi dukungan dari 3 (tiga) jenis sumber 

daya yang dialokasikan secara sistematis. 
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Ketiga sumber daya dimaksud adalah aparatur atau unsur sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana serta unsur financial atau 

anggaran. Ketiga unsur sumber daya tersebut telah dialokasikan dalam 

pelaksanaan analisis jabatan dengan jenisnya masing-masing. Pada 

pengalokasian sumber daya manusia mengambil bentuk ke dalam 

struktur birokrasi pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali, sehingga 

terpola menjadi unsur pimpinan yang mengendalikan kebijakan ini, 

unsur middle manajemen yang menjadi mediator kebijakan, dan unsur 

staf selaku pelaksana kebijakan. 

Kemudian untuk sarana dan prasarana juga mengikuti jenis dan 

penyebaran sarana dan prasarana tersebut pada fungsi utama Kantor 

Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali, dan cakupan wilayah 

kerjanya. Sarana dan prasarana tersebut terpola menjadi 3 (tiga) 

jenis, yakni sarana dan prasarana perkantoran, sarana dan prasarana 

layanan, dan sarana dan pra:;arana umum atau pendukung. 

Berikut adalah dukungan faktor finansial atau anggaran. Faktor 

ini tampak pada pengalokasiannya secara rutin setiap tahun. Ada 2 

(dua) hal yang menjadikan faktor finansial ini menjadi berarti, yakni 

pengalokasiannya secara khusus sebagai anggaran insentif atau 

tunjangan kinerja yang menjadi satu kesatuan dengan pagu anggaran 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali periode 2014-2016. 

Yang kedua, yakni jumlahnya yang meningkat setiap tahun. 

Faktor finansial ini oleh para pegawai Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali dianggap sebagai pendorong yang cukup berarti 
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bagi mereka dalam melaksanakan Sasaran Kerja Pergawai (SKP) 

sebagai perwujudan kebijakan analisis jabatan. Hal tersebut 

disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang mereka peroleh melalui 

tunjangan kinerja atas Capaian Sasaran Kerja masing-masing selaku 

pemangku jabatan. 

Keberadaan tunjangan kinerja yang dikemukakan di atas memang 

menjadi pendorong yang kuat bagi para pegawai dalam melaksanakan 

SKP yang telah ditugaskan kepada mereka. Namun, dalam 

kenyataannya, terutama pada tahun 2014 dan 2015 sumber daya 

finansial ini bel urn dapat diakses secara optimal. 

Hal terse but disebabkan oleh 2 ( dua) hal. Yang pertama yakni 

adanya hambatan sosio kultural yang membuat para pegawai belum 

dapat melaksanakan SKP mereka secara maksimal. Yang kedua 

bersumber pada tidak relevannya antara SKP yang ditugaskan kepada 

pemangku jabatan tertentu dengan kemampuan yang dimilikinya, 

sehingga penyelenggaraan SKP belum optimal. Padahal akses atas 

tunjangan kinerja yang dimaksudkan sangat bergantung pada capaian 

kinerja atas pelaksanaan SKP tersebut. 

Faktor yang lain memberi dukungan terhadap pelaksanaan 

kebijakan anal isis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali adalah sikap dan cara pandang aparatur pada kantor unit ini. 

Sikap dan cara pandang tersebut sangat konstruktif. 

Keberadaan kebijakan analisis jabatan disikapi sebagai sebuah 

dukungan dalam memudahkan pekerjaan para pemangku jabatan. 

105 

43573.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Kemudahan tersebut memang dirasakan berbeda sesuai level dan 

kedudukan masing-masing pemangku jabatan. Pada tingkat Kepala 

atau Pimpinan kantor, pelaksanaan analisis jabatan ini terutama ketika 

telah mengambil bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP), maka bagi 

pimpinan ini dipandang sebagai suatu situasi yang memudahkan 

pelaksanaan tugasnya serta memudahkan melihat detail tugas pada 

masing-masing jabatan. Sedang bagi para staf, kebijakan analisis 

jabatan ini cukup menolong dalam peningkatan income mereka. 

Namun patut dicatat bahwa sikap atau cara pandang para pegawai 

tersebut untuk sebagian juga cukup kritis. Dengan uraian beban 

kerjanya yang rigid dan terukur, maka seringkali para pegawai merasa 

bekerja seperti mesin, sangat mekanis. Perasaan yang demikian lebih 

terasa pada staf yang mempunyai kebutuhan lain pada waktu-waktu 

kerja. Selain itu, juga oleh sebagian pegawai memandang bahwa 

pekerjaan yang ditugaskan bisa berkembang dalam waktu-waktu 

tertentu seperti melaksanakan perintah N akhoda melalui Kepala 

Mesin, bisa saja jenis dan jumlahnya jadi banyak, disebabkan 

penggarisan tugas tersebut bersifat fleksibel. Hal semacam ini lebih 

membe!atkan bagi pegawai yang mengakui jika kemampuan yang 

dimilikinya juga terbatas. 

Ini berarti bahwa faktor disposisi yang dapat dilihat pada sikap 

dan cara pandang para pemangku jabatan dalam merespon kebijakan 

analisis jabatan ini, pada pokoknya cukup positif. Hanya saja, 

pandangan positif tersebut tetap diikuti dengan catatan-catatan yang 
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bermuara perlunya ada perbaikan dalam pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai yang menjadi penjabaran dari kebijakan analisis jabatan ini. 

Subtansi perbaikan tersebut terletak pada penyuapan jumklah dan 

kualitas aparatur, sehingga terbangun relevansi antara efisiensi dan 

efektivitas yang ingin dicapai oleh kebijakan analisis jabatan dengan 

situasi dan kemampuan aparatur. 

Faktor Iainnya yang memberi dukungan di dalam pelaksanaan 

kebijakan analisis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali adalah keberadaan birokrasi. Penyederhanaan dukungan 

birokrasi tersebut dapat ditelusuri pada pemanfaatan struktur organisasi 

di dalam 2 (dua) hal penting, yakni pengkomunikasian dan sekaligus 

pelaksanaan kebijakan. 

Kemudian keberadaan birokrasi ini sesungguhnya telah ada dalam 

bentuk struktur organisasi baik di tingkat kementrian maupun di 

tingkat kantor unit. Justru struktur ini memudahkan Sasaran Kerja 

Pegawai yang hadir kemudian di distribusi pada masing-masing 

jabatan yang melekat pada struktur organisasi. Akibatnya kemudian 

bahwa struktur organisasi yang telah ada tersebut memperoleh 

penegasan dan kejelasan terhadap ruang lingkup pekerjaan yang harus 

dilakukan beserta sasaran-sasarannya yang ingin dicapai. 

Keberadaan birokrasi ini paling mudah ditelusuri bentuknya pada 

ketersediaan SOP yang menuntun para pemangku jabatan melakukan 

tugas dan pekerjaannya. Pada SOP tersebut terpetakan dengan baik 

tahapan-tahapan tugas yang akan dilakukan, oleh siapa yang 
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melakukannya, seperti sasaran-sasaran yang akan dicapai, bagaimana 

mengevaluasinya, serta implikasi dari capaian atas pelaksanaan SOP 

Inl. 

Dengan demikian, jelas bahwa dukungan faktor birokrasi pada 

pelaksanaan kebijakan analisis jabatan di Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali dirasakan dalam pemanfaatan struktur organisasi 

yang telah ada pada pengkomunikasian dan pelaksanaan analisis 

jabatan, serta ketersediaan SOP yang menjadi panduan bagi seluruh 

pemangku jabatan dalam melaksanakan kebijakan analisis jabatan ini 

serta pelaksanaan Sasaran Keija Pegawai (SKP). 
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A. Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dengan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 

telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penelitian ini 

menyimpulkan sebagaimana berikut ini. 

1. Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan pada Kantor Unit Penye1enggara 

Pelabuhan Polewali mengambil bentuk secara terstruktur. Hal tersebut 

diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan Iapangan, 

dan diakhiri dengan tahap penetapan basil. 

2. Pelaksanaan kebijakan anal isis jabatan pada Kantor Unit Penyelenggara 

Pe1abuhan Polewali dipengaruhi oleh 4 ( empat) faktor, yakni faktor 

komunikasi, penggunaan sumberdaya, sikap pegawai atau faktor 

disposisi, serta pada struktur birokrasi. Perwujudan masing-masing 

faktor terse but berupa : 

a. Faktor komunikasi ditemukan pada alur komunikasi tersebut yang 

mengikuti struktur birokrasi, cara komunikasi yang dilakukan 

secara massif dan individual, serta materi komunikasinya yang 

terfokus pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 101 Tahun 

2011 ten tang Pedoman Pelaksanaan dan Anal isis Jabatan di 

Lingkungan Kementrian Perhubungan. 

b. Faktor sumber daya ditemukan pada dukungan ketersediaan 

aparatur yang menerima secara terbuka kebijakan analisis jabatan, 

ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk sarana dan 
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prasarana perkantoran, pelayanan, dan pendukung, serta 

ketersediaan anggaran baik untuk keseluruhan kegiatan kantor unit 

pelabuhan Polewali maupun yang secara khusus diperuntukkan 

sebagai tunjangan kinerja atas basil pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP). 

c. Faktor disposisi ditemukan pada sikap para pemangku jabatan di 

lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali yang 

menempatkan kebijakan analisis jabatan ini sebagai sebuah 

dukungan dalam memudahkan pekerjaan para pemangku jabatan 

terse but. 

d. Faktor struktur birokrasi ditemukan pada pemanfaatan struk.tur 

organisasi yang telah ada dalam pengkomunikasian dan 

pelaksanaan anal isis jabatan, serta ketersediaan SOP yang menjadi 

panduan bagi seluruh pemangku jabatan dalam melaksanakan 

kebijakan analisis jabatan ini serta pelaksanaan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) 

B. Saran-saran 

1. Kepada para peneliti di bidang disiplin ilmu administrasi publik 

hendaknya dapat melanjutkan penelitian yang telah dilakukan dengan 

memfokuskan perhatian pada pengaruh faktor komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap kinerja Aparatur Sipil 

Negara dalam berbagai aspek tugas dan fungsi, sehingga dapat 

diungkap pengaruh faktor-faktor tersebut baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama. 
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2. Kepada penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan 

hendaknya tetap memberlakukan kebijakan analisis jabatan pada 

kementerian ini, agar berbagai bentuk kelemahan birokrasi yang 

bersumber dari kondisi sosial budaya yang seringkali menimbulkan in­

efisiensi dapat secara perlahan dikurangi. 

3. Kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

hendaknya terns berusaha meningkatkan jumlah dan kemampuan para 

pegawai yang ada, sehingga dapat terbangun kesesuaian yang lebih 

maksimal antara Sasaran Kerja Pegawai yang menjadi penjabaran 

kebijakan analisis jabatan dengan jumlah dan kemampuan para 

pegawai tersebut. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pengantar 

Dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan Analisis Jabatan Pada Kantor Unit 

Penyelenggaran Pelabuhan Polewali" untuk penyelesaian program Studi 

Magister (S2) llmu Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Provinsi 

Sulawesi Barat, maka dilakukan penelitian pengumpulan data melalui 

wawancara. 

Terkait dengan hal tersebut, diharap kesediaan Bapakllbu sebagai 

responden/informan untuk memberi keterangan, informasi dan data yang 

diper1ukan. Keterangan, informasi dan data tersebut dijamin kerahasiaannya. 

Dengan kata lain hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah/akademik. 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Seperti apa pengorganisasian di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali? 

2. Bagaimana uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat yang ada di 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali ? 

3. Seperti apa gambaran jumlah dan kualifikasi pegawai di Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali ? 

4. Apakah setiap tahunnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

membuat Rencana Kerja ? 

5. Seperti apa isi rencana kerja tersebut ? 
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6. Apakah setiap pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

juga membuat Rencana Kerja setiap tahunnya ? 

7. Seperti apa isi rencana kerja masing-masing pegawai tersebut? 

8. Apa hubungan antara Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan 

Polewali dengan analisis masing-masing jabatan oleh masing-masing 

pegawai? 

9. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan Rencana Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut? 

10. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan pelaksanaan analisis 

jabatan setiap pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

tersebut? 

11 . Bagaimana cara atau mekanisme mengevaluasi Rencana Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut ? 

.................................... ······ ..................... ··························· ........... . 

.................. ......... ......... ................ ............ ......... .................. ........... . 

........................... ......... ... ...... ...... ... ......... ... ...... ... .. . ......... ..... . ·· ··· ···· 
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12. Bagaimana cara a tau mekanisme mengevaluasi pelaksanaan analisis jabatan 

setiap pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

tersebut? 

13. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada setiap pegawai tentang 

kebijakan analisis jabatan pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali agar 

terlaksana dengan maksimal ? 

14. Sumber daya apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan anal isis 

jabatan pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali ? 

15. Bagaimana bentuk pengorganisasian pelaksanaan kebijakan anal isis jabatan 

dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelabuhan Polewali ? 

16.Apakah pelaksanaan kebijakan analisis jabatan di Kantor Unit Pelabuhan 

Polewali dievaluasi secara berkala ? 

17. Jika dievaluasi, seperti apa pelaksanaannya ? 
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18. Seperti apa hasil evaluasi terse but ? 

Polewali Mandar, ....................... . ................. . 2017 

Respondenllnforman, 

Catatan : 

Panduan Wawancara ini dapat dikembangkan sesuai situasl dan kondisi lapangan, dan tetap relevan 

dengan focus penelitian. 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

1. Seperti apa pengorganisasian di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali ? 

"Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh Petugas Tata Usaha, 

Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut, Petugas Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban, 

Petugas Kesyahbandaran dan Penanggungjawab Kapal. Seperti yang terdapat 

pada struktur organisasi di kantor ini". 

2. Bagaimana uraian tugas dan fungsi masing-masing pejabat yang ada di Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali ? 

"Uraian tugas dan fungsi rnasing-masing pejabat terdapat pada Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2010 ten tang organisasi dan tata kerja 

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan". 

3. Seperti apa gambaran jumlah dan kualifikasi pegawai di Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali ? 

"Terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai. Pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) 

orang, S l sebanyak 7 (tujuh) orang, 03 sebanyak 2 ( dua) orang, SL TA sebanyak 

15 (lima belas) orang, SLTP sebanyak 1 (satu) orang". 

4. Apakah setiap tahunnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali membuat 

Rencana Kerja ? 

" lya betul, setiap tahun kami membuat rencana kerja". 

5. Seperti apa isi rencana kerja tersebut ? 

" lsi rencana kerja tersebut berupa kegiatan tugas jabatan masing-masing 

pegawai" . 
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6. Apakah setiap pegawai di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali juga 

membuat Rencana Kerja setiap tahunnya ? 

"lya, setiap pegawai di Kantor ini memiliki rencana kerja masing-masing sesuai 

tugas jabatannya". 

7. Seperti apa isi rencana kerja masing-masing pegawai tersebut ? 

"lsi rencana kerja masing-masing pegawai tersebut berupa uraian kegiatan tugas 

mereka sesuai dengan jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 

100 Tahun 2014". 

8. Apa hubungan antara Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

dengan analisis masing-masingjabatan oleh masing-masing pegawai? 

"Keseluruhan analisis masing-masing jabatan ini lah yang merupakan rencana 

kerja Kantor UPP Polewali". 

9. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan Rencana Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut ? 

"Cara ataupun mekanismenya sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang telah 

disebutkan diatas tadi yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. I 00 Tahun 

2014". 

10. Bagaimana cara atau mekanisme mengendalikan pelaksanaan analisis jabatan setiap 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut ? 

"Cara ataupun mekanisme untuk mengendalikan pelaksanaan analisis jabatan 

tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan 

No. 10 I Tahun 2011 ten tang Pedoman Pelaksa!laan Anal isis dan Evaluasi 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan". 
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11. Bagaimana cara atau mekanisme mengevaluasi Rencana Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut ? 

"Dapat dilihat pada pencapaian target dari rencana kerja tersebut. Biasanya 

dilakukan di akhir tahun". 

12. Bagaimana cara atau mekanisme mengevaluasi pelaksanaan analisis jabatan setiap 

pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali tersebut? 

"Dapat dilihat pada Sasaran Kerja Pegawai, apakah telah sesuai dengan target 

a tau bel urn". 

13. Bagaimana cara mengkomunikasikan kepada setiap pegawai tentang kebijakan 

analisis jabatan pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali agar terlaksana dengan 

maksimal? 

"Karen a pelaksanaan kebijakan analisis jabatan ini tidak juga berlangsung setiap 

tahun, atau paling tidak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun, maka cara 

mengkomunikasikannya tidak melulu pada kegiatan yang khusus untuk maksud 

tersebut, melainkan biasa juga materinya diikut sertakan pada kegiatan lain yang 

ada relevansinya dengan kinerja aparatur". 

"Seringkali juga kita memperoleh informasi dari website kementerian. Disitu 

bisa diakses rupa-rupa informasi dan perkembangan. Terkait dengan kebijakan, 

baik yang sudah beberapa tahun lalu, maupun yang baru. Begitu juga kebijakan 

yang sifatnya sektoral seperti di bidang perhubungan taut ini. Informasi yang 

dapat diakses juga terkait dengan perkembangan teknologi, berbagai pengalaman 

baik dalam maupun luar negeri". 

"Kementerian Perhubungan memiliki media cetak yang terbit tiap bulan. Media 

ini sesungguhnya digunakan memuat berita dan peristiwa yang terkait dengan 

perhubungan. Selain itu, di dalam terbitan tersebut selalu ada ruang atau rubrik 

mengenai kebijakan kementrian. Ini juga dimafaatkan untuk menyebarluaskan 

hal-hal yang berhubungan dengan kinerja, analisis kebijakan, dan sebagainya". 
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14. Sumber daya apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan analisis jabatan 

pada Kantor Unit Pelabuhan Polewali ? 

"Bicara sumber daya tentu sebagai Instansi Pemerintah selalu tersedia adanya 

sumber daya tersebut. Kami di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Polewali 

memiliki sumber daya manusia, juga tersedia sarana dan prasarana. Selain itu 

adalah anggaran atau pembiayaan terhadap pelaksanaan tugas di kantor ini". 

15. Bagaimana bentuk pengorganisasian pelaksanaan kebijakan analis is jabatan 

dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelabuhan Polewali? 

"Dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan dibentuk tim yang akan 

menjadi pelaksana. Anggota Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri atas unsur 

pengelola kepegawaian dan/ atau organisasi seluruh unit kerja eselon I di 

lingkungan Kementerian, serta para pegawai yang ditunjuk dan yang diharapkan 

dapat mewakili dalam memberikan informasi terhadap unit kerja yang akan 

dianalisis. Untuk mendukung kerja Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan, masing­

masing unit kerja eselon I dapat membentuk Sub Tim Analisis dan Evaluasi 

Jabatan" . 

16. Apakah pelaksanaan kebijakan analisis jabatan di Kantor Unit Pelabuhan Polewali 

dievaluasi secara berkala ? 

"lya betul, tetap dilakukan evaluasi secara berkala". 

17. Jika dievaluasi, seperti apa pelaksanaannya ? 

"Pelaksanaannya melalui evaluasi tugas, fungsi, dan susunan organisasi yang 

ada di setiap unit organisasi. 
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18. Seperti apa hasil evaluasi tersebut ? 

"Hasil evaluasi tersebut berupa penilaian terhadap uraian jenis kegiatan, 

nomenklatur, titelatur, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja, peta jabatan, 

faktor evaluasi jabatan, serta stan dar kompetensi jabatan". 

Polewali Mandar, 18 Desember 2017 
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TRANSKRIP W A W ANCARA 

l. Sebagai salah satu Tim Pelaksana Analisis Jabatan, bagaimana cara 

mengkomunikasikan kebijakan analisis jabatan di Kantor Unit Penyelenggara 

Pelabuhan Polewali ? 

"Ketika disampaikan kepada kami mengenai bahan-bahan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan analisis jabatan, pada mulanya saya paham sebagian yang 

garis besamya saja, sementara yang detailnya kami disuruh mendalaminya. 

Karena itu, saya harus pelajari lagi setelah selesai kegiatan sosialisasi analisis 

jabatan tersebut". 

2. Bagaimana respon Anda terhadap kebijakan analisis jabatan ini? 

"Bagi kami pelaksanaan kebijakan analisis jabatan merupakan kebijakan yang 

cukup membantu. Bagi ASN yang pendapatannya terbatas, bisa bertambah 

karena tunjangan kinerja dari pelaksanaan tugas jabatannya yang maksimal. 

Seperti kami misalnya bisa memperoleh tambahan pendapatan dalam setahun 

sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah" 

3. Apakah ada kelemahan dari kebijakan ini? 

"Pelaksanaan kebijakan analisis jabatan menghasilkan uraian beban kerja yang 

terinci. Jika ini dikerjakan dengan baik maka tunjangan kinerjanya juga 

lumayan. Tetapi pada batas-batas tertentu juga bisa menjadi beban bagi kami. 

Karena kemampuan yang kami miliki terbatas, sehingga kadang uraian beban 

kerja tersebut tidak sepenuhnya dijalankan" 

Polewali Man dar, 15 Desember 2017 

Resp d"Xman, 
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TRANSKIUP W A WANCARA 

1. Sebagai Kelasi Kapal, bagaimana respon Anda terhadap kebijakan analisis jabatan 

terkait insentifyang diterima? 

"Saya merasa kalau tunjangan kinerja dari pelaksanaan uraian tugas jabatan di 

kantor kami cukup menolong. Artinya dapat menambah saya punya 

pendapatan sebagai staf Kelasi Kapal. Karena dalam 1 (satu) tahun saya 

mendapatkan sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu 

rupiah). Selain itu, saya juga terbantu dengan uraian tugas yang harus saya 

kerjakan, sehingga say a tahu tugas-tugas saya setiap hari". 

2. Dengan jabatan Anda sebagai Kelasi Kapal, apakah terdapat sisi yang 

memberatkan terkait pelaksanaan kebijakan an ali sis jabatan ini? 

"Pelaksanaan uraian beban kerja yang ditetapkan bagi saya cukup 

memberatkan. Karena ada pekerjaan yang bisa berkembang dalam waktu­

waktu tertentu seperti melaksanakan perintah Nakhoda melalui Kepala Mesin, 

bisa saja jenis dan jumlahnya jadi banyak. Selain itu, jujur saja kemampuan 

saya sangat terbatas, sehingga seringkali uraian beban kerja tersebut tidak 

maksimal" . 

Polewali Mandar, 15 Desember 2017 
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